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KATA PENGANTAR 

Berdasarkan surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 

050.13/686/Bappeda/2018 tertanggal 10 Desember 2018, Perihal Rancangan 

awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2018-2023, bahwa  Kepala Dinas Pengendalian 

Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab atas tersusunnya  Rencana 

Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Untuk maksud tersebut maka kami selaku Kepala Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Tanah Laut segera menyusun Program dan Kegiatan Dinas 

PPKBP3A dan tentunya Program dan Kegiatan dimaksud merupakan lampiran 

dari pada Rencana Strategis yang tidak dapat dipisahkan dengan Dinas 

PPKBP3A Kabupaten Tanah Laut.   

Pembangunan Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga  

Berencana (KB)  Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Ana (PA)  

sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional yang tidak bisa dipisahkan 

dari RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut  ke depan. 

  Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut ini 

akan mencoba menggali keterkaitan isu kependudukan dan KB dengan isu 

lainnya, terutama menyoroti aspek Gender yang memiliki daya ungkit pada ke 8 

sasaran MDGs lainnya. Pembangunan KB-KS dan PP di Daerah, diselenggarakan 

dengan  tujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dengan maksud 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap keluarga agar 

bersama-sama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  mewujudkan  

pengendalian penduduk melalui keluarga berencana, kesetaraan dan keadilan 

gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju keluarga 

kecil yang sejahtera dan unggul melalui upaya memaksimalkan akses dan 

kualitas  pelayanan program KB   seiring dengan  Pemberdayaan  Perempuan 

dan Gender. 

Sesuai dengan kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana menuju Keluarga Kecil Sejahtera yang berdasarkan nilai-

nilai agama di Kabupaten Tanah Laut, maka  Dinas Pengendalian 
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Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak berperanan sebagai penanggung jawab, pelaksana, penggerak, Perumus 

dan perencana   Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana menuju Keluarga Kecil  yang  Sejahtera   dan unggul  

sesuai dengan Tugas dan Fungsi  Dinas Pengedalian Penduduk,Keluarga 

Berencana,Pemberdayaan Penduduk dan perlindungan Penduduk Kabupaten 

Tanah Laut.   

Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Pengendalian 

Penduduk,keluarga Berebcana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan 

Anak ini dapat dipergunakan seiring  dan sejalan, saling membutuhkan satu 

sama lain,  program dan kegiatannya dengan Renstra Badan / Dinas / Kantor / 

Perusahaan Swasta / Perusahaan Daerah / Rumah sakit sebagai mitra kerja 

sehingga terjalin keterpaduan program dan kegiatan yang bermuara pada 

pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut   pada  RPJMD 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2019-2023. 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga 

Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) ini 

telah dilakukan dengan melibatkan semua unsur  Organisasi Perangkat Daerah 

Program KB dan Organisasi Program PP sampai ke lini lapangan, masyarakat,  

mitra kerja program KB dan PP,  perusahaan swasta dan hasil-hasil yang 

didapat melalui momentum Nasional  setiap tahun  dipadukan dengan adanya 

program lintas sektoral  Instansi  Vertikal   telah dilaksanakan setiap tahun 

berjalan  kegiatan TMKK (TNI Manunggal KB-Kesehatan, KB Bhayangkara dan 

lain-lain). Hal ini semua menggambarkan bahwa Program KB adalah termasuk 

program wajib Pemerintah  Daerah (sesuai PP 41 tahun 2008) yang selama ini 

kita laksanakan dan keberhasilannya telah diimplementasikan secara optimal 

untuk kesejahteraan masyarakat luas sejak berdirinya BKKBN. 

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulusnya 

kepada semua pihak atas bantuan, sumbangan pemikiran dan kerja keras 

aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan dan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atas terselesaikannya 

Revisi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Tahun 2018-2023  yang 

baru dibentuk sesuai Tugas  dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Tanah Laut. 
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Semoga Allah S\ /T selalu melimpahkan rahmat, hidayah sefta kekuatan-Nya
kepada kita sekalian dalam melaksanalon tugas-tugas yang diamanatkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan 

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada 

RPJMD dan bersifat indikatif.Proses penyusunan renstra perangkat 

daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; 

(2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan 

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra 

Perangkat Daerah.  

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen 

perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan 

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten, dan dengan Renja perangkat 

daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat 

Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan 

Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan 

Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, 

RPJMD Kabupaten, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, 

Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 

Kabupaten. 

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah 

Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah 

Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut: 
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Gambar 1.2 

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra  

 
 

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang 

sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun 

setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra 

Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi 

pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun 

evaluasi Renja Perangkat Daerah.  

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 

2019-2023 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap 

Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3277);  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421);  

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4635);  

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak 

Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4635);  

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi 

PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir 

(UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4960 ); 

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol  

Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama 
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Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4990); 

15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol 

Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54); 

16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan 

dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan 

Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4818); 

27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);  

29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);  

30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4698);  

31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833);  

32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123); 

33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3); 
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34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 

tentangPedomanUmumPelaksanaanPengarustamaan Gender dalam 

Pembangunan di Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67/2011 

tentangPengarustamaan Gender di daerah;  

36. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 

050.13/686/BappedaTahun 2018 tentangRencana Pembangunan 

JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2018 - 2023; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 11 Tahun 

2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( 

RPJMD) Kabupaten Tanah LautTahun 2005 - 2025; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor: 73 Tahun 2016 

tentangPembentukanSusunanStrukturorganisasi

 DinasPengendalianPenduduk,KeluargaBerencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah 

Laut. 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310);  

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah 

untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, 

permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD 

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.  
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Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

Provinsi/Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut: 

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam 

mendukung Visi dan Misi kepala daerah 

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 

perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan 

pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam 

menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan 

dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun 

waktu lima tahun. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2018 - 2023 disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat 

daerah. 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi 

perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja 

pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang 

pengembangan pelayanan perangkat daerah. 

Bab III Permasalahan dan Isu-isuStrategisberdasarkanTupoksi 

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan 

tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra 

Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah 

Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-

isu Strategis. 

Bab IV Tujuan dan Sasaran 

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah 
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perangkat daerah.  

Bab V Strategi dan ArahKebijakan 

Bab ini berisi tentang Rumusanpernyataan strategi dan 

arahkebijakan perangkat daerahdalam lima tahunmendatang. 

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

 

Bab inimengemukakan program Dinas P2KBP3A yang merupakan 

program prioritas RPJMD yang sesuiadengantugas dan 

fungsiDinas P2KBP3A yang 

selanjutnyadijabarkankedalamrencanakegiatan, 

IndikatorKinerja,KelompokSasaran dan PendanaanIndikatif 

Bab VII Kinerja PenyelenggaraanBidangUrusan 

Bab ini berisi tentang IndikatorDinas P2KBP3A yang  

secaralangsungmenunjukkankinerja yang akandicapaidalam 

lima(5) 

tahunkedepansebagaikomitmenuntukmendukungpencapaiantuju

an dan sasaran RPJMD 

Bab VIII Penutup 

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan 

Renstra perangkat daerah 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

DinasPengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah  Nomor 73 tahun 2016  

Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. 

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut: 

Susunan Organisasi DinasPengendalianPenduduk, 

KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Perempuan , terdiri dari : 

a. DinasPengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari : 

(1) SeksiKeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksi; 

(2) Seksi Ketahanan Keluarga;dan 

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga. 

d. Bidang PengendalianPenduduk, Data, dan Informasiterdiri dari : 

(1) Seksi Advokasi, penggerakan, dan Informasi; 

(2) Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program; 

(3) SeksiPengendalian Penduduk.  

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

terdiri dari : 

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan 

(2) Seksi Bidang PemenuhanHak Anak . 

(3) SeksiPerlindunganHak Perempuan dan Perlindungan Anak. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan  

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

struktur organisasi organisasi PengendalianPenduduk, 

KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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adalah sebagai berikut: 

Sumber :Perbub No.73 Tahun 2016 

 

 

  --------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas PengendalianPenduduk,KeluargaBerencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan 

PerlindunganAnakmempunyaitugasmelaksanakanurusanpemerintahan 

yang 

menjadikewenangandaerahdalambidangpengendalianpenduduk,keluarga

berencana,bidangpemberdayaanperempuan dan 

perlindungananaksertatugaspembantuan yang diberikankepadadaerah.  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),DinasPengendalianPenduduk,KeluargaBerencana,Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi  : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang 

pengendalianpenduduk,keluargaberencana,bidangpemberdayaanper

empuan dan perlindungananak; 

Kepala Dinas 

Bidang KB & KS 
Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan 

perlindungan Anak 

 

Bidang Pengendalian 

Pddk,data & Informasi 

 

Seksi KB & Kesehatan 

Reproduksi 

Seksi Ketahanan 

Keluarga 

 

Seksi 

Advokasi,Penggerakan 

dan Informasi 

 Seksi Analisa data 

Pelaporan dan Statistik 

Program 

 

Seksi  Pemberdayaan 

Perempuan 

 Seksi Pemenuhan Hak 

Anak 

 

Sekretaris 

Subag Umum & 

kepegawaian 

 
Subag 

Perenc./Keuangan 

 

Seksi Pemberdayaan 

Keluarga 

 

Seksi Pengendalian 

penduduk 

 

Seksi Perlindungan Hak 

Perempuan dan Anak 

 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Unit Pelaksana Teknis 

: garis komando 

: garis koordinsi 
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b. pelaksanaankebijakanteknisbidangpengendalianpenduduk,keluarga

berencana,bidangpemberdayaanperempuan dan perlindungananak; 

c. pelaksanaanevaluasi dan 

pelaporanbidangpengendalianpenduduk,keluargaberencana,bidangp

emberdayaanperempuandanperlindungananak; 

d. pelaksanaanadministarsidinas; 

e. pembinaan UPT Dinas; dan 

f. pelaksanaanfungsi lain yang diberikanBupatiterkaittugas dan 

fungsinya. 

 

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai 

Peraturan Kepala daerah  Nomor73  tahun 2016 Tentang Struktur 

organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut: 

I. Sekretariat 

Mempunyaitugas, mengkoordinasikan dan 

mengendalikanpelaksanaanurusankesekretariatan yang 

meliputiketatausahaan,administrasi dan kebutuhanrumahtangga, 

kehumasan dan keprotokolan,kepegawaian, keuangan, 

perencanaanprogram,pengumpulan data dan penyusunanlaporan. 

Fungsiterdiridari : 

a. Pengoordinasianpenyelenggaraantugasdinas P2KbP3A; 

b. Pemberianpelayananadministrasikepadabidang-bidang lain di 

lingkupDinas P2KBP3A; 

c. Penyususunanrencana program kerja dan 

anggaranbelanjaDinas P2KBP3A ; 

d. PenyiapanPeraturanPerundang-Undangan di bidang P2KBP3A 

sesuaidengannorma,standar dan prosedur yang di tetapkan 

oleh Pemerintah; 

e. Penyelenggaraanurusan tata usaha, rumahtangga / 

perlengkapan; 

f. Pelaksanaanurusankepegawaian, 

pengelolaankeuangansertapenataanbarang; 

g. Penyelenggaraankehumasan dan keprotokolan; 

h. Pengoordinasianpelaksanaan,pengumpulan dan 

penyusunandata,penilaian,pemantauanevaluasi dan analisa 

data hasilpelaksanaantugas,penyiapan dan 

penyusunanlaporanpelaksanaan program kerja dan 
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penyusunanstatistikdokumentasi di lingkunganDinas 

P2KBP3A; 

i. Pengoordinasianurusankedinasan yang menyangkut tata 

persuratandinas,pendataan dan 

pengumpulanbahanpelaporankedinasan; 

j. Pelaksanaantugas-tugas lain yang diberikan oleh 

KepalaDinassesuaidengantugas dan fungsinya; dan 

k. Pemberian saran-saran dan 

pertimbangankepadaKepalaDinastentanglangkah-langkah dan 

tindakan yang perludiambildalambidangtugasnya. 

 

II. BidangKeluargaBerencana dan 

keluargaSejahteramempunyaitugas,melaksanakanperumusan dan 

pelaksanaankebijakan,penyusunannorma,standar,prosedur dan 

kriteria,pembinaan,pemantauan,evaluasi dan pelaporan di 

bidangkeluargaBerencana dan keluarga Sejahtera. 

Fungsiterdiridari : 

a. PenyusunanrencanakerjabidangKeluargaBerencana dan 

Keluarga Sejahtera; 

b. PerumusankebijakanbidangKeluargaBerencana dan Keluarga 

Sejahtera; 

c. Pelaksanaanpembinaan dan 

koordinasipelaksanaanbidangKeluargaBerencna dan keluarga 

Sejahtera; 

d. Penyiapanbahanpenyusunannorma, standar,prosedur dan 

kriteria di bidang KB dan KS; 

e. Pelaksanaankebijakan KB dan KS; 

f. Pelaksanaankebijakanketahanankeluarga; 

g. Pelaksanaankebijakanpemberdayaankeluarga; 

h. Pengawasan,pengendalian, evaluasi dan 

pelaporanbidangkeluargaberencana dan keluarga Sejahtera; 

i. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh 

atasasesuaidenganperaturanperundang-undangan; dan 

j. Pemberian saran-saran dan 

pertimbangankepadaatasantentanglangkah-langkah dan 

tindakan yang perludiambildalambidangtugasnya. 
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III. BidangPengendalianPenduduk,Data dan 

Informasimempunyaitugas, melaksanakanperumusan dan 

pelaksanaankebijakan,penyusunannorma,standar,prosedur dan 

kriteria, pembinaan,pemantauan,evaluasi dan 

pelaporanbidangPengendalianpenduduk, Data dan Informasi; 

Fungsiterdiridari: 

a. Penyusunanrencanakerjabidangpengendalianpenduduk, data 

dan informasi; 

b. Perumusankebijakanbidangpengendalianpenduduk,data dan 

informasi; 

c. Pelaksanaanpembinaan dan 

koordinasipelaksanaanbidangpengendalianpenduduk,data dan 

informasi; 

d. Penyiapanbahanpenyusunannorma, standar,prosedur dan 

kriteriadibidangpengendalianpenduduk,data dan informasi; 

e. Pelaksanaankebijakanadvokasi,penggerakan dan informasi; 

f. Pelaksanaankebijakananalisa data pelaporan dan statistik 

program; 

g. Pelaksanaankebijakanpengendalianpenduduk; 

h. Pengawasan,pengendalian, 

evaluasipelaksanaanpengendalianpenduduk,data dan 

informasi; 

i. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh 

atasasesuaidenganperaturanperundang-undangan; dan 

j. Pemberian saran-saran dan 

pertimbangankepadaatasantentanglangkah-langkah dan 

tindakan yang perludiambildalambidangtugasnya. 

 

IV. BIDANG Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyaitugas,melaksanakanperumusan dan 

pelaksanaankebijakan,penyusunannorma,standar,prosedur dan 

kriteria, pembinaan,pemantauan,evaluasi dan 

pelaporanbidangPemberdayaanperempuan dan perlindungan 

Anak; 

Fungsiterdiridari: 

a. Penyusunanrencanakerjabidangpemberdayaanperempuan dan 

perlindungan Anak; 
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b. Perumusankebijakanbidangpemberdayaanperempuan dan 

perlindungan Anak; 

c. Pelaksanaanpembinaan dan 

koordinasipelaksanaanbidangpemberdayaanperempuan dan 

perlindungan Anak; 

d. Penyiapanbahanpenyusunannorma, standar,prosedur dan 

kriteria di bidangpemberdayaanperempuan dan perlindungan 

Anak; 

e. Pelaksanaankebijakanpemberdayaanperempuanmeliputikualita

shidupperempuan, perlindunganperempuan,  

dankualitaskeluarga; 

f. Pelaksanaankebijakanperlindungan Anak meliputisistem data 

gender dan Anak,pemenuhanhakanak dan 

perlindungankhususanak; 

g. Pengawasan,pengendalian, evaluasi dan 

pelaporanbidangpemberdayaanperempuan dan pemenuhanHak 

Anak; 

h. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh 

atasasesuaidenganperaturanperundang-undangan; dan 

i. Pemberian saran-saran dan 

pertimbangankepadaatasantentanglangkah-langkah dan 

tindakan yang perludiambildalambidangtugasnya. 

 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) 

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat 

daerahDinas P2KBP3Amenunjukkandari komposisi PNS yang 

berpendidikan S-2 pada Tahun 2017 sebanyak 5 orang, PNS  yang 

berpendidikan S-1 sebanyak 29 orang, sedangkan PNS yang 

berpendidikan D-3 sebanyak 6 orang dan PNS yang berpendidikan SLTA 

sebanyak 4 orang. 

Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah LautTahun 2017 
 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

PNS Non PNS 
Jumlah 

L P L P 

1 SMP Sederajat − − − − − 

2 SMA Sederajat 1 1 − − 2 

3 D3 3 3 − − 6 
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No 
Tingkat 

Pendidikan 

PNS Non PNS 
Jumlah 

L P L P 

4 S1 13 16 − − 29 

5 S2 2 3 − − 5 

6 S3 − − − − 44 

J U M L A H  

Sumberdata : Sub Bagian Tata Usaha per 31 Desember 2018 

 

Komposisijumlah PNS Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah 

LautTahun 2017 sebanyak 44, darijumlah PNS tersebutsebagaimana 

pada tabel 2.2 di atas, ternyataterjadipenggelembunganpiramida di level 

Midle Management atau level PNS pada Golongan III sebanyak 25 orang 

atausebesar 56,81%, Sedangkan pada level Low Management atau PNS 

pada Golongan II sebanyak 6 orang atausebesar 1,36% , Top 

Management atau PNS pada Golongan IV sebanyak 13 orang atausebesar 

29,54%. Artinya di 

DinasPengendalianPenduduk,KeluargaBerencana,Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalamklasifikasipegawaiberdasarkanPangkat dan Golonganmasihbelum 

bias di katakan Ideal. 

 

Tabel 2.2 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  

Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah LautTahun 2017 

 

No Golongan L P Jumlah 

1 Golongan II 3 3 6 

2 Golongan III 13 12 25 

3 Golongan IV 6 5 13 

JUMLAH 44 

Sumberdata : Sub Bagian Tata Usa per 31 Desember 2018 

 

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) 

Adapun saranaprasaranapendukungkinerja pada 

DinaspengendalianPenduduk,Keluargaberencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang di 

gunakanuntukmenunjangkelancaranpelaksanaantugas, pokok dan 

fungsiadalahsebagaiberikut : 

 

Tabel 2.3 

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  

Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah LautTahun  2017 
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No 
Jenis Sarana dan 

Prasarana 

Kondisi Jumlah 

Baik Rusak  

1 KendaraanDinasRoda 4 7 Unit ─ 7 Unit 

2 KendaraanDinasRoda  2 11 Unit ─ 11 Unit 

3 Lap – Top 6 Buah ─ 6 Buah 

4 Camera 2 Buah ─ 2 Buah 

5 Computer PC 10 Buah ─ 10 Buah 

6 MejaKerjaEselon II 1 Buah ─ 1 Buah 

7 KursiEselon II 1 Buah ─ 1 Buah 

8 MejaEselon III 4 Buah ─ 4 Buah 

9 KursiEselon III 4 Buah ─ 4 Buah 

10 MejaEselon IV 11 Buah ─ 11 Buah 

11 KursiEselon IV  11 Buah ─  11 Buah 

12 LemariArsip 11 Unit ─ 11 Unit 

13 AC 6 Buah ─ 6 Buah 

14 Telepon 1 Buah ─ 1 Buah 

15 Printer 10 Buah 1 11 Buah 

16 TV 4 Buah ─ 4 Buah 

17 Lemari Es 2 Buah ─ 2 Buah 

18 KursiTamu 2 Set ─ 2 Set 

Kondisi sarana dan prasaranaberupaasetgunamendukungkinerja 

pada Dinas P2KBP3A KabupatenTanah Lautmasihcukupmemadai. 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

I. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Pemasangan 

Alat Kontrasepsi KB 

Dari tabel  dibawah dapat digambarkan target dan realisasi 

pelayanan  KB terutamabagikeluarga miskin dan penduduk di 

pedesaandenganIndikatorkinerja : ProsentaseAkseptor KB ( PUS 

menjadipeserta KB Aktif % PUS yang menggunakanAlkondaritarget 

sesuai SPM 65%terealisasidi atas target SPM  yang  mulai tahun 

2014 - 2018 sebagai berikut : 

1. PencapaianPeserta KB Aktifterhadap  PUS : 

Jumlah pencapaian Akseptor KB Aktif dengan melakukan 

menyaring calon akseptor KB dalam pemanfaatan alat 

kontrasepsi dan obat KB yang sesuai dengan kondisi fisik 

kesehatan masing-masing calon akseptor KB berminat untuk 

menggunakan kontrasepsi jangka panjang. 

 

Tahun 
Jumlah 
peserta 

Jumlah 
PUS 

Pencapaian RasioCapaian 
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KB Aktif 

2014 59.278 70.072 84,59 130,14 

2015 58.468 70.207 83,27 128,12 

2016 53.198 68.065 78,15 128,24 

2017 51.143 64.928 78,76 121,18 

2018 51.309 64.399 79,67 122,57 

 

PencapaianPeserta PUS yang inginber KB tidakterpenuhi (Unmet 

need) terhadap PUS 15-49 tahun : 

Persentasecakupan PUS yang menjadipeserta KB 

aktifdenganmenggunakanalat-alatkontrasepsijangkapanjang 

yang efektif dan efisienseperti :Inplan, IUD, MOP, MOW, kondom,  

Suntik  dan PIL. 

Persentasecakupan PUS yang inginber KB 

tidakterpenuhiun(unmed need) dengankriteriahamil, : 

inginanaksegera, inginanakditunda dan tidak ingin anak lagi. 

Tahun 

Jumlah 
PUS 

takber 

KB 

Jumlah 
PUS 15-

49 

tahun 

Pencapaian Rasiopencapaian 

2014 9.932 70.072     14,17 157,48 

2015 5.646 70.207 8,04 89,35 

2016 8.161 68.065 11,99 133,22 

2017 8.285 64.928 12,76 141,78 

2018 7.773 64.399 12,07 134,11 

 

II. Kesetaraan dan Keadilan Gender 

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai 

dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki 

dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol 

atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil 

dari pembangunan. Ukuran yang dipakai adalah Indeks 

Pembangunan Gender (IPG), melalui IPG perbedaan pencapaian 

yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan 

perempuan dapat terjelaskan,  Indeks Pembangunan Gender ( IPG) 

tahun 2014 capaianuntukmengetahuiperkembangan IPG selama 5 

(lima) tahunterakhirsebagaiberikut :  

Tabel Perkembangan IPG tahun 2014 - 2018 

Tahun Target Capaian RasioCapaian 

2014 80,55 87,68 108,85 

2015 85,77 87,50 102,01 

2016 86,94 87,52 100,66 
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2017 87,61 87,53 99,90 

2018 87,29 87,55 100,29 

 

 

GrafikPerbandingancapaian IPG Kabupaten Tanah Lautdengan IPG 

Provinsi 

sedangkan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan 

dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik 

maupun di bidang manajerial adalah Indeks Pemberdayaan Gender 

(IDG). Kedua ukuran tersebut diharapkan mampu memberikan 

penjelasan tentang kesetaraan gender dan keadilan gender yang 

dicapai melalui program-program pembangunan.  

II. Capaian Indikator Kinerja Indekspemberdayaan gender (IDG). 

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 

2014capaiannya adalah 65,36dari target renstra 60,55 

(rasiopencapaian 107,94)  sedangkan pada tahun 2015 meningkat 

menjadi 68,33 dari target renstra 61,77(rasio pencapaian110,62), 

kemudian pada tahun 2016  capaiannya tetap menjadi 68,34dari 

target renstra 67,94 (rasiopencapaian 100,38) dan pada tahun 2017 

capaiannya  68,36% dari target renstra 68,61,dan pada tahun 2018  

ditargetkan sebesar 69,29 dan capaiannya  68,38%  . Secara umum 

pencapaian pembangunan gender diKabupaten Tanah Laut dari 

waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin 

membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan 

88
88.09

88.33 88.33

88.46

87.68

87.5 87.52 87.53 87.55

87

87.2

87.4
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IDG selama kurun waktu 2014 - 2018. perkembangan yang selalu 

meningkat (Data tabel  dibawah ini). 

Tabel Perkembangan IDG tahun 2014 - 2018 

Tahun Target Capaian RasioCapaian 

2014 60,55 65,36 107,94 

2015 61,77 68,33 110,62 

2016 67,94 68,34 100,38 

2017 68,61 68,36 99,63 

2018 69,29 68,38 98,78 

 

 

GrafikPerbandingancapaian IDG Kabupaten Tanah Lautdengan IDG 

Provinsi 

 

III. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Korban Kasus KDRT, Non 

KDRT, dan Trafiking yang melapor, ditangani, dan diselesaikan 

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 

Sesuai dengan salah satu tujuan DinasPengendalianPenduduk, 

KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

PerlindunganAnakKabupaten Tanah Laut yaitu Perlindungan 

Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan 

perdagangan orang, maka salah satu sasaran yang dilakukan 

adalah meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan 

dan perdagangan orang. Pelayanan tersebut meliputi penanganan 

kasus pengaduan, penanganan kesehatan, rehabilitasi sosial, 

penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.  

Banyaknya korban tindak kekerasan dan perdagangan  terhadap 

perempuan dan anak dijelaskan  pada indikator ini. 

66.61

68.4

65.6

68.22
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Persentase korban kasus kekerasan dan perdagangan orang selama 

kurun waktu 5 (lima) tahun 2014 - 2018 capaiannya yang melapor, 

dan diselesaikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu sebesar 100 % data 

dapat dilihat pada tabel tersebut diatas.  Pada tahun 2014 target 

jumlah korban yang mengadu dan diselesaikan  oleh PPT sebesar 

100% atau sebanyak 35 orang, dari target tersebut semuanya 

dapat ditangani dan diselesaikan kasusnya sehingga capaian 

kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2015 jumlah korban yang 

melapor sebanyak 53 orang atau mengalami kenaikan kasus, dari 

target semua kasusnya dapat terselesaikan atau capaian 100 %. 

Pada tahun 2016 jumlah korban yang terlayani dan diselesaikan 

kasusnya sebanyak 74 orang atau naik semuanya dapat 

diselesaikan dengan baik atau realisasi dari target sebesar 

100%.Peningkatan kasus kekerasan dan perdagangan perempuan 

dan anak biasanya dipengaruhi karena pertumbuhan kasus. Tapi 

bisa juga karena banyaknya korban yang sudah berani 

melapor,karena  masyarakat  sudah mulai memahami tentang 

bahaya serta dampak KDRT, Trafiking dan ESA, Sosialisasi 

berbagai produk hukum yang berkaitan dengan kasus KDRT, Non 

KDRT dan Traffiking juga terus dilaksanakan secara rutin setiap 

tahunnya, dan untuk Penanganan Pelayanan korban yang melapor 

di Pusat Pelayanan Terpadu juga sudah dilayani dan ditangani 

sesuai dengan SPM. Untuk tahun-tahun kedepan  diharapkan 

korban kasus kekerasan dan perdagangan orang lebih berani lagi 

untuk melapor ke pihak yang berwenang, sehingga kasus-kasus 

tersebut akan lebih transparan dan dapat dimonitor oleh 

Pemerintah khususnya Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut 

melalui Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT). 
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Tabel  T-C.23 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah LautTahun 2014-2018 

 

NO Indikator Kinerja  
Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah  
pada Tahun  

Realisasi Capaian  
pada Tahun 

Rasio Capaian  
pada Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

SEKRETARIAT 

1 
Prosentasekualitaspelaya
nanAdministrasiOrganisa
si 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 

ProsentaseDukomenPe

rencanaan dan 

Laporan yang tersusun 

100%     
( 9 Dok ) 

100%     ( 9 

Dok 
100%     

( 9 Dok 
100%     

( 9 

Dok 

100%     

( 9 Dok 
100%     

( 9 

Dok 

100%     

( 9 Dok 
100%     

( 9 

Dok 

100%     ( 

9 Dok 
100%     

( 9 

Dok 

100%     

( 9 

Dok 

100%     

( 9 

Dok 

100%     

( 9 

Dok 

100%     

( 9 Dok 
100%     

( 9 Dok 
100%     

( 9 Dok 
100%     

( 9 Dok 
100%     

( 9 

Dok 

PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA 

1 
CakupanAnggota Bina 
KeluargaBalita (BKB) ber 
KB70% 

   70% 70% 70% 70% 70% 96,55 87,82 87,05 87,06 87,07 137,92 125,45 124,35 124,38 
124,3

8 

2 

CakupanpenyediaanAlko
n dan 
ObatKontarsepsiutkmem
enuhipermintaanmasyara
kat 30% setiaptahun 

SPM   30% 30% 30% 30% 30%    20 15 15 17 17 66,66 50 50 56,66 56,66 

3 

ProsentaseCakupanPasa

nganusiasubur yang 
menjadi KB Aktif 65% 

SPM 

 

 
 
 

 65% 65% 65% 65% 65% 84,60 83,28 78,15 78,76, 79,67 130,17 128,17 120,27 121,16 
122,5

7 
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NO Indikator Kinerja  
Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah  
pada Tahun  

Realisasi Capaian  
pada Tahun 

Rasio Capaian  
pada Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

4 

Cakupanpasanganusiasu
bur yang inginber-KB 
tidakterpenuhi (Unmet 
Need) 9% 

  SPM 

Prevalensip
eserta KB 
Aktif 

 9% 9% 9% 9% 9% 9,93 11,73 14,86 12,74 12,07 110,37 130,37 165,11 141,55 
134,1
1 

5 
Cakupan PUS yang 
isterinya di bawahUsia 
20 tahun3,5% 

3,5%  3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,9 3,71 3,50 2,78 1,02 111,42 106 100 79,42 29,14 

6 

Cakupanpenyediaaninfor
masi data mikrokeluarga 
di setiapDesa/ kelurahan 
100% setiaptahun 

100%  100 100 100 100 100 86,17 88.90 84,78 98,12 90,34 86,17 88,9 84,78 98,12 90,34 

7 
Cakupan PUS peserta KB 
Anggota UPPKS yang ber-
KB 87% 

87%   87% 87% 87% 87% 87% 70,23 74,40 79,62 85.12 82,24 80,72 85,51 91,51 97,83 94,52 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

1 
Indeks Pembangunan 
Gender ( IPG) 

 
   MDGs 80,55 85,77 86,94 87,61 87,29 87,68 87,50 87,52 87,53 87,55 108,85 102,01 100,66 99,90 

100,2
9 

2 
IndeksPemberdayaan 
Gender ( IDG ) 

 Partisipasi 
Perempuan 
di 
lembagaPe
merintah 

 60,55 61,77 67,94 68,61 69,29 65,36 68,33 68,34 68,36 68,38 107,94 110,62 100,58 99,63 98,68 

3 
PersentaseAnggaranResp
onsif Gender          ( ARG 
) dalam APBD 

 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Persentaseperempuan di 
lembagalegislatif 

 
  30 30 30 30 30 0,25 0,19 20,16 20,32 20,48 120 63,33 66,2 67,73 68,26 
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NO Indikator Kinerja  
Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah  
pada Tahun  

Realisasi Capaian  
pada Tahun 

Rasio Capaian  
pada Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

5 
PersentaseSumbanganpe
ndapatanperempuandala
mkeluarga 

 

  0 0 0 0 0 27,88 27,98 30,23 32,48 34,73 0 0 0 0 0 

6 
Ratio perempuan korban 

kekerasantermasuk TPPO 

 

  0 0 0 0 0 
0,012(20 

kasus) 

0,010 
(17 

kasus
) 

0,009 
(15 

kasus
) 

0,006(
10 

kasus 

 0 0 0 0 0 

7 

Persentaseperempuan 
korban 
kekerasantermasuk TPPO 
yang 
terlayanisesuaistandar 

 

  0 0 0 0 0 
80(16/20

) 

82,37(
14/17

) 

73,3(1
1/15) 

60(6/
10) 

60(6/
10) 

0 0 0 0 0 

8 

Persentaselembagalayana
nperlindunganperempua
n (Pusat 
Pelayananterpadu) yang 
Aktif 

 

  0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 

9 
Prosentasekelembagaan  
PUG yang Aktif. 

 

  0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 

10 
Prosentase PD yang 
melaksanakan PPRG 

 
  34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Tingkat 
capaianKabupatenLayak 
Anak 

 
  500 500 500 500 500 700 700 700 700 700 140 140 140 140 140 

12 

Prosentase Forum Anak 

yang terbentuk 
(Kab/Kota,Kecamatan 
dan kelurahan. 

 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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NO Indikator Kinerja  
Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah  
pada Tahun  

Realisasi Capaian  
pada Tahun 

Rasio Capaian  
pada Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

13 
Persentaseanak korban 
kekerasan 

 

  0 0 0 0 0 
0,020(25 
kasus) 

0,029 
(36 

kasus
) 

0,048(
60 

kasus
) 

0,023(
30 

kasus
) 

0,023(
30 

kasus) 
0 0 0 0 0 

14 

Persentaseanak korban 

kekerasan yang 
terlayanisesuaistandar 

   0 0 0 0 0 

100(25/2
5 

100(3

6/36) 

100(6

0/60) 

100(3

0/30) 

100(3

0/30) 
0 0 0 0 0  

15 

Prosentasepengaduan 
yang ditindaklanjuti / 
ditangani (Korban 
kasusKDRT,Non KDRT 
dan Trafiking yang 
diselesaikan oleh Pusat 
PelayananTerpadu (PPT) 

Kab.TanahLaut 

100% − − 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 

100% 
  34 

kasus 

 
 

100% 
53 

Kasus 

 
 

100% 
74 

Kasus 

0 0 100% 100% 100% 0 0 
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Tabel T-C 24 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018 

 

No Program 

Anggaran pada Tahun ke- 

Realisasi Anggaran 
Rasio antara Realisasi dan 
Anggaran pada Tahun ke- 

Rata –Rata 
Pertumbuhan 

pada Tahun ke- 
Anggara

n 
Realis

asi 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
201
4 

20
15 

20
16 

20
17 

2018 
  

1 PelayananAdmi
nistrasiPerkant
oran 

638.8
19.49

7 

525.294.0
43 

952.52
9.027 

930.817.6
02 

1.157.0
10.362 

499.39
7.530 

344.295.8
13 

639.12
3.325 

854.27
7.535 

0 78% 66% 67% 91,7
8 

0 

          

584,273,55

1  

 

 

52.75 

 

2 Peningkatan 
Sarana dan 
PrasaranaApara
tur 

317.2
60.00

0 

2.261.259.
500 

1.774.1
00.000 

193.395.0
00 

236.08
5.865 

262.94
4.702 

1.723.150.
200 

1.380.1
91.156 

157.67
8.459 

0 83% 76% 78% 81,5
3 

0 

 

  

2,263,079,

080  

 

59.25 

 

3 PeningkatanDisi
plinAparatur 

27.60
0.000 

46.500.00
0 

41.662.
500 

0 ─ 25.360
. 500 

40.882. 
500 

0  ─ 92% 88% 100
% 

─ ─  

33.121.500 

93.33 

 

4 PeningkatanKap
asitasSumberD

ayaAparatur 

─ ─ 59.880.
000 

7.500.000 ─ ─ ─ 29.233. 
600 

7.500.0
00 

─ ─ ─ 49% 100 ─           

33,690,000  

 

74.5 

 

5 KeluargaBerenc

ana 

306.

424.
000 

416.272

. 000 

292.1

78 
.400 

642.072

.500 

902.2

17.25
0 

223.

804.
200 

270.595

.550 

184.3

78.25
0 

490.7

44.50
0 

0 73

% 

65

% 

63

% 

76,

43 

0             

414,236,

725  

 

50.25

% 
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No Program 

Anggaran pada Tahun ke- 

Realisasi Anggaran 
Rasio antara Realisasi dan 
Anggaran pada Tahun ke- 

Rata –Rata 
Pertumbuhan 

pada Tahun ke- 
Anggara

n 
Realis

asi 

201

4 
2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

201

4 

20

15 

20

16 

20

17 
2018 

  

7 Kesehatan 
ReproduksiRem
aja 

39.3
75. 
000 

41.343 
.000 

38.38
3.000 

─ ─ 37.1
52. 
500 

39.147. 
500 

34.32
4. 500 

0 0 94
% 

95
% 

89
% 

0 0  

         

36,874,8

33  

 

        

92.67  

 

8 PelayananKontr
asepsi 

626.
733.
000 

618.699
. 000 

512.7
57. 
000 

─ ─ 308.
200.
550 

316.720
.150 

470.2
32.75

0 

─ ─ 49
% 

51
% 

92
% 

─ ─        

365,051,

150  

 

64 

9 Pembinaan 
Peran 
sertamasyaraka
tdalamPelayana
n KB/KR 
Mandiri 

1.18
4. 

645.
500 

1.348.1
27.250 

1.044.
711.7

76 

287.619
.400 

372.3
99.39

0 

966.
809.
700 

984.974
.920 

928.6
97.92

6 

252.2
92.85

0 

0 82
% 

73
% 

89
% 

87,
72 

0        

783,193,

849  

 

61 

 

10 Promosi 
Kesehatan Ibu, 
Bayi dan Anak 
MelaluiKelompo
kKegiatan di 
Masyarak 

51.0
00. 
000 

53.880. 
000 

49.14
5.000 

─ ─ 47.9
16. 
000 

50.028. 
500 

42.70
1. 500 

─ ─ 94
% 

93
% 

87
% 

─ ─             

46,882,0

00  

 

91.3 

 

11 Pengembang an 

Pusat 
PelayananInfor
masi dan 
Konseling KRR 

103.

905.
000 

165.842

.800 

45.53

9.800 

─ ─ 85.7

32.0
00 

124.854

.300 

43.29

7.000 

─ ─ 83

% 

75

% 

95

% 

─ ─             

84,627,7

67  

 

84.3 
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No Program 

Anggaran pada Tahun ke- 

Realisasi Anggaran 
Rasio antara Realisasi dan 
Anggaran pada Tahun ke- 

Rata –Rata 
Pertumbuhan 

pada Tahun ke- 
Anggara

n 
Realis

asi 

201

4 
2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

201

4 

20

15 

20

16 

20

17 
2018 

  

12 PeningkatanPen
anggulanganNa
rkoba, PMS 
termasuk 

HIV/AIDS 

55.9
30.0
00 

55.726.
000 

51.81
6.000 

─ ─ 48.5
35.0
00 

48.535.
000 

44.32
3.500 

─ ─ 87
% 

87
% 

86
% 

─ ─ 141.393.
500 

86,6 

13 Pengembangan 
Model 
Operasional 
BKB/Posyandu
/Padu 

46.8
55.0
00 

69.780.
000 

42.09
1.000 

─ ─ 23.9
55.0
00 

38.541.
000 

35.91
8.000 

─ ─ 51
% 

55
% 

85
% 

─ ─ 23.955.0
00 

63.7 

 

14 MeningkatnyaD
ukungan 

Sarana 
Pelayanan KB ( 
DAK) 

─ ─ ─ 619.425
.200 

681.3
67.72

0 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 0   

15 MeningkatnyaD
ukungan 
Sarana 
Penyuluhan KB            
( DAK) 

─ ─ ─ 419.900
.000 

461.8
90.00

0 

─ ─ ─          

16 MeningkatnyaD
ukunganOperas
ional Program 
KKBPK 
LiniLapangan( 
DAK ) 

─ ─ ─ 14.420.
000 

15.86
2.000 

─ ─ ─ 14.42
0.000 

    100    

17 Program 
KeserasianKebij

akanPeningkata
nKualitas Anak 
dan Perempuan 

─ ─ ─ − − − − ─ ─ ─ − −  − 

− 

  

18 Program 
Penguatankele
mbagaanPengar
usUtamaan 

234.
060.
000 

685.000
.000 

438.3
00.90

0 

484.711
.075 

368.4
50.41

7 

202.
866.
800 

504.838
.805 

365.0
23.62

5 

383.8
63.05

4 

0 87
% 

74
% 

83
% 

79 0             

364,148,

80.75 
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No Program 

Anggaran pada Tahun ke- 

Realisasi Anggaran 
Rasio antara Realisasi dan 
Anggaran pada Tahun ke- 

Rata –Rata 
Pertumbuhan 

pada Tahun ke- 
Anggara

n 
Realis

asi 

201

4 
2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

201

4 

20

15 

20

16 

20

17 
2018 

  

Gender dan 
Anak 

071  

 

19 PeningkatanKu

alitasHidup dan 
Perlindungan 
Perempuan 

65.3

05.0
00 

111.000

.000 

65.30

5.000 

58.778.

000 

64.65

5.800 

53.5

23.0
00 

84.036.

110 

57.42

6.000 

47.13

5.000 

0 82

% 

76

% 

88

% 

80 0             

242,120,

110  

 

81.5 

 

20 Peningkatan 
Peran Serta dan 
Kesetaraan 
Gender Dalam 
Pembangunan 

412.
800.
000 

868.735
.000 

546.4
84.80

0 

276.080
.000 

313.2
30.06

0 

362.
423.
700 

618.842
.480 

430.3
86.68

0 

240.4
56.73

6 

0 88
% 

71
% 

79
% 

87 0             

413,027,

399  

 

81.25 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

2.4.1 Tantangan  

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan 

Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai 

berikut: 

I. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

a. JumlahpendudukKabupaten Tanah Laut pada tahun 2013 

sebesar 313.725 jiwa,  telahberkembangmenjadi 339.195 

jiwa. pada tahun 2018.Hal iniberartiselamakurunwaktu lima 

tahun( 2013-2018) angkapLajuPertumbuhanPenduduk (LPP) 

relatiftinggi. 

Jumlah dan pertumbuhanpendudukinidipengaruhi oleh 

komponenbesaryaitufertilitas, mortalitas dan migrasi. 

b. Tingkat kesadaranmasyarakatmenjadiakseptor KB 

bagikaumlaki- lakimasih rendah 

c. Tingkat kesadaranmasyarakattentangpentingnya KB 

PscasalinMetodeKonsumsijangka Panjang ( MKJP) 

masihrendah 

d. Budaya dan Agama tertentu yang 

tidakmenyetujuitentangpenggunankontarsepsi. 

e. PendewasaanUsiapernikahanbelummenyentuhkalanganpond

okpesantren,TokohAgama,Tokohmasyarakat,lembagapendidi

kan. 

II. BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK,DATA& INFORMASI 

a. Belum di buatprofilkependudukansebagai parameter dan 

proyeksiuntukperencanaan dan pelaksanaan program 

pembangunan ; 

b. Belum berjalanSistem data dan 

informasikependudukanseperti yang di harapkan; 

c. Belum di jadikan data 

sebagaidasarpengambilankebijakan; 
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d. Belum terlaksananyapenyelenggaraanpendidikan formal, 

non formal dan informal yang 

melakukanpendidikankependudukan 

III. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

a. Pemahaman dan komitmen para 

pengambilkebijakanmengenaipentingnyapengintegrasianpers

pektif gender di semuabidang dan 

tahapanpembangunanmasihkurang. 

b. Kelembagaanpengarusutamaan gender 

belumberjalansecaraefektifdalammewujudkankesetaraan 

dan keadilan gender dalampembangunan. 

c. Angka 

kemiskinanperempuanmasihcukuptinggimenjadikanhambat

andalamperwujudankesetaraan dan keadilan gender. 

d. Pengungkapankasus-kasusKekerasanDalamRumahTangga 

(KDRT) 

terhambatfaktorpsikologiskeluargasehinggasulituntukmengu

ngkapkejahatan yang terjadidalamkeluarga. 

e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh 

anaksemakinmeningkatseiringdengankemudahanaksesuntu

kmemiliki smartphone 

menjaditantangandalamupayaperlindungananakdaripornogr

afi, pelecehanseksual dan penipuan. 

f. Hambatanregulasi dan 

kelembagaanperlindungananakmenyebabkanpencegahan, 

penanganan, dan rehabilitasikasus-

kasusanakbelumberjalansecaraefektif.  

g. Adanyakewajibanpemerintahuntukmenjaminsemuaanakhar

usmemilikikartuidentitas, 

mendapataksespelayananpendidikan, dan 

menjaminkelangsunganhidupbayimenjaditantangandalamra

ngkapemenuhanhakanak.  
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h. Adanyanormabudaya dan agama di masyarakat yang 

menghambatpartisipasiorganisasikemasyarakatan dan dunia 

usahadalampemberdayaanperempuan dan 

perlindungananak 

 

2.4.2 Peluang 

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan 

Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai 

berikut: 

I. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEUARGA BERENCANA 

a. UpayauntukmencapaikondisiPendudukTumbuhSeimbang 

(PTS) dalam 

rangkamenujukondisiPendudukTanpaPertumbuhan (PTP), 

menghendakiprasyarattingkatfertilitas yang lebihrendahlagi, 

yaituketingkatreplecment level yang ditunjukkandengan Net 

Reproduction Rate (NRR=1) atau TFR sekitar 2,1 per wanita 

yang merata di seluruh wilayah/kecamatan di Kabupaten 

Tanah Laut; 

b. AdanyaAmanat UU No.52 tentangPerkembanganPenduduk 

dan Pembangunan Keluarga; 

c. Adanyapartisipasimasyarakatdalammenunjang program KB; 

d. Semua Tenaga PLKB mendapatkanpengetahuankonseling 

ABPK-KB ( Alat Bantu Pengambilankeputusan Ber-KB); 

e. AdanyaRegulasi KB di KabupatenLaut; 

 

f. AdanyaInstitusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang 

aktifmendukung program KB. 

II. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEUARGA BERENCAN 

a. Adanya UUD No 52 Tahun 2009 

tentangPerkembanganKependudukan dan Pembangunan 

Keluarga; 

b. Dinas P2KBP3A mengembangkanadvokasiisu-

isupemabngunanberwawasankependudukan; 



RencanaStrategis (Renstra) 2019-2023 
DinasPengendalianPenduduk, KeluargaBerencana,  

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) 
  

33 

 

c. Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Lautsebagai Pusat 

Informasi data mikrokeluarga; 

d. Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah 

Lautmenyiapkanpengembangansisteminformasikependuduk

an yang mudah di akses; 

e. Dinas P2KBP3A materipendidikankependudukan:jalur 

formal,non formal dan informal. 

 

III. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah 

tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk 

meningkatkan kesetaraan gender di daerah. 

b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah 

dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, 

perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan 

UNDP.  

c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung 

pelaksanaan  kesepakatan internasional yang telah 

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan 

PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi 

Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang 

Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan 

Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).  

d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian 

terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat 

dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait 

perempuan dan anak. 

e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam 

peningkatan kualitas pemenuhan hak anak. 
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f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat 

dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 
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BAB III 

PERMASALAHAN  DAN ISU-ISU STRATEGIS  
 
 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat 

daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: 

1) TingginyaLajuPertumbuhanPenduduk ; 

2) TingginyaTFR (Total Fertility Rate ); 

3) Belum otimalnyapenyediaaninformasi data mikrokeluarga; 

4) Masih rendahnyapemahamanPasanganUsiaSuburtentangber-

KB; 

5) Belum optimalnyapelayanan KB dan keluarga Sejahtera; 

6) Belum optimalnyakesetaraan gender; 

7) Belum optimalnyaperlindunganperempuan dan Anak; 

8) Masih  

ditemukanpengaduantindakkekerasanterhadapperempuan 

dan Anak; 

9) Belum optimalnyaAkuntabilitas Kinerja SKPD. 
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TABEL T-B.35 

PemetaanPermasalahanuntukpenentuanPrioritas dan Sasaran Pembangunan 

No MasalahPokok Masalah AkarMasalah 

 
 

1 
 

 
 
 

2 
 
 

 
3 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
4 
 

 

 
 

TingginyaLajuPertumbuhanPe
nduduk( LPP ) 

 
 
 

TingginyaTFR (Total Fertility 
Rate); 
 

 
Belum 

otimalnyapenyediaaninformasi 
data mikrokeluarga, 
 

 
 
 

 
 

 
 
Masih 

rendahnyapemahamanPasanga

 
 

Banyaknyakehamilan yang 
tidakdiinginkan pada PUS 

15-49 tahun dan WUS 15-19 
tahun. 
 

Angka TFR masihadakisaran 
2,5% yang idealnya 2,01%. 
 

Informasi data kurang valid 
dalam Proses perencanaan 

dan pelaksanaan program 
pembangunan 
 

Belum tersedianyasistem 
data dan 
informasikependudukan 

yang mudah di akses. 
 

Adanya PUS Ingin Anak 
Tunda(IAT) dan TidakIngin 
Anak Lagi(TIAL). 

Banyaknyakehamilan yang 

 
 

Masih 
rendahnyapengetahuanmasyarakatKab.Talat

entangisu data dan informasikependudukan 
 
 

Kurang pemahamanmasyarakattentang 
MKJP 
 

 
Masih tingginya Unmet-

eedselamakurunwaktu 5 thn(2014-2018) di 
atas Target SPM 9% . 
 

 
 
 

 
 

 
Belum maksimal KIE untuk PUS IAT & TIAL. 
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5 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

6 
 
 

 
 

7 
 
 

 
 

 
 
8 

nUsiaSuburtentangber-KB 

Belum optimalnyapelayanan 
KB dan keluarga Sejahtera; 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Belum optimalnyakesetaraan 
gender; 

 
 

 
Belum 
optimalnyaperlindunganperem

puan dan Anak 
 

 
 
 

Masih  
ditemukanpengaduantindakke
kerasanterhadapperempuan 

tidakdiinginkan pada PUS 

15-49 tahun dan WUS 15-19 
tahun. 
 

Masih 
kurangnyapemahamanpenge

tahuantentang Kesehatan 
reproduksi. 
 

Masyarakat 
Kab.Talabelummengetahuiar

ti delapan(8) 
Fungsikeluarga 
 

 Belum 
berkembangnyaadvokasiisup
embangunanberwawasankep

endudukan. 
 

 
  Belum optimalnya Peran 
Perempuan dalam 

Pembangunan dan 
masihrendahnyapartisipasip

rempuandalampemabnguna
n. 
 

Masih 
rendahnyapencapaianindika
tor KLA 

5. Masih 

tingginyaangkaperkawinanusiadiniBagi 
WUS 15-19 thn. 

 

 
 

5.1 Masih banyaknya PUS15-49 thn yang 
menggunakan Alat Kontrasepsi yang 
kurangefektif dan efisien (Non MKJP). 

 
 

5.2 Belum maksimalnya KIE untuk PUS IAT 
dan TIAL 

 

 
6. Masih 

rendahnyamasyarakatmenciptakankelua

rgaSehat,Sejahtera dan 
bahagiadalampembangunankeluarga. 

 
7. Pertumbuhanpenduduk di Kab.Tala lima     

tahun yad terusbertambah. 

7.1  Unmet- Need Tinggi. 
 

 
 
 

8. Belum di jadikan data 
sebagaidasarpengambilankebijakan; 

8.1 Belum adanyaProfilKependudukan di 
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dan Anak; 

 

diantaranyabelumterpilahny

a data gender dan 5 
klasterhakanak. 
 

 
 

 
 
Tindakkekerasanterhadapper

empuan dan Anak 
makinmasihditemukandarila

poranmasyarakat 
 
Masih adanya Anak 

remajahamilsebelumnikah,a
nak korban 
narkoba,anakterlantar dan 

anakputussekolah. 

Dinas P2KBP3A. 

Masih adanyaDiskriminasiantaraperempuan 
dan laki-
lakidalammemperolehAkses,Partisipasi,Kont

rol&Manfaat 
(APKM)sehinggamasihrendahcapaian IDG  

68,38 % 
 
Masih lemahnyaKelembagaan dan jaringan 

PUG & PUHA di Kab.Tala. 
 

Masih 
rendahnyaperanInstansiterkait,Masyarakat 
dan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) 

 
Belum optimalnyapengasuhankeluarga dan 
kepedulianmasyarakatsertaaparatpenegakh

ukum 
 

 
9 

 
Belum 

optimalnyaAkuntabilitas 
Kinerja SKPD. 

 
Terbatasnya SDM yang 

profesional di 
bidangperencanaan dan 
keuangan 

 
Belum 

adanyaBimtekkhusustentangpenyusunando
kumenperencanaan 
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3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil 

kepala daerah Terpilih 

 

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam 

RPJMD 2019-2023  adalah “Terwujudnya Tanah 

LautYangBerinteraksi(Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan 

Sinergi) Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas 

P2KBP3Aadalah Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, 

Aktual dan Sinergi) yang berarti  adalah : 

 

Berka

rya 

: 1. BerkaryaMeningkatkanKualitasSumberdaya 

 Manusia dan pelayananmasyarakat yang       

berbasisteknologiuntukmeningkatkanpembangunanek

onomi, sosial dan budaya 

   

Inova

si 

: 2. Menciptakaninovasidisegalasendikehidupanmasyaraka

t dan pengembanganindustrikreatif. 

   

Tertat

a 

: 3. Membangun tata kelolapemerintahan yang baik {Good 

Governance) 

   

Religi

us 

: 4. Meningkatkankuntitas dan 

kualitasReligiusitasdalampenyelenggaraanpemerintaha

ndaerah dan kehidupanmasyarakat 

   

Aktua

l 

: 5. Membangunsinergitas yang 

baikantartingkatpemerintahandalamrangkameningkatk

ankesejahteraanmasyarakat Sinerg

i 

 

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan 

jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut: 
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1. Berkaryameningkatkankualitassumberdayamanusia dan 

pelayananmasyarakatyang  

teknologiuntukmeningkatkanpembangunanekonomi,sosial dan 

budaya. 

2. Menciptakaninovasi di segalasendikehidupanmasyarakat dan 

pengembanganindustrikreatif. 

3. Membangun tata kelolapemerintahan yang baik (Good 

Governance). 

4. Meningkatkankuantitas dan 

kualitasreligiusitasdalampenyelenggaraanpemerintahan Daerah 

dan kehidupan. 

5. Membangunsinergitas yang 

baikantartingkatpemerintahandalamrangkameningkatkankesejaht

eraanmasyarakat. 

Dalammendukungmewujudkanvisi dan misiKabuapten Tanah 

Lautterkaitdengantugas dan fungsiDinas P2KBP3A Kabupaten Tanah 

Lautdalammendukung 3 ( tiga) yaitu : 

1. Pada misi 

1(Satu)yaituBerkaryameningkatkankualitassumberdayamanusia 

dan pelayananmasyarakat yang 

berbasisteknologiuntukmeningkatkanpembangunanekonomi ,sosial 

dan budaya.      Tujuan yang terkaitdenganTupoksiDinas P2KBP3A 

Kabupaten Tanah 

Lautdalammeningkatkankualitassumberdayamanusia dan 

pelayananmasyarakatadalahsasaranMeningkatnyaakses dan 

kualitaspelayananbidangkesehatandenganindikatorsasaranPersent

aseLajuPertumbuhanPenduduk (LPP), Persentase Total Fertility 

Rate (TFR) per WUS 15-19 tahun, Persentase PUS yang ber-KB , 

Perentase data mikrokeluarga, Persentase PUS  yang inginber-KB 

tidakterpenuhi ( Unmed-Need).IntervensiDinas P2KBP3A 

Kabupaten Tanah Lautadalah pada 

capaianPengendalianLajuPertumbuhanPenduduk. 
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2. Pada misi 3 (Tiga )yaituMembangun tata kelolapemerintahan yang 

baik ( Good Governance )Tujuan yang terkaitdenganTupoksiDinas 

P2KBP3A Kabupaten Tanah LautTerwujudnya tata 

kelolaadministrasiperkantoran, perencanaan dan keuangan yang 

baikdengansasaranMeningkatnya tata 

kelolaadministrasiperkantoran.IntervensiDinas P2KBP3A 

Kabupaten Tanah Lautadalah pada capaianMeningkatnya tata 

kelolaadministrasiperkantoran. 

3. Pada misi 5 (Lima)YaituMembangunsinergitas yang 

baikantartingkatpemerintahandalamrangkameningkatkankesejahte

raanmasyarakat. Tujuan yang terkaitdenganTupoksiDinas 

P2KBP3A Kabupaten Tanah 

LautadalahPeningkatankinerjapembangunan yang 

berkualitasbidangekonomi dan sosialbudaya (Pembangunan 

Inklusif)sasaranMeningkatnyakualitaspertumbuhanEkonomidengan

indikatorsasaranIndeks Pembangunan Gender (IPG) dan 

IndeksPemberdayaan Gender (IDG) IntervensiDinas P2KBP3A 

Kabupaten Tanah Lautadalah pada 

capaianMeningkatnyakesetaraan  gender, 

MeningkatnyaPerlindungan Perempuan dan 

Anak,Meningkatnyapenyelesaianpengaduantindakkekerasanperemp

uan dan Anak. 

Sebagaimanatelahdiuraidiatasbahwavisi, Misi, Program RPJMD 

2018 – 2023 merupakan target capaian yang menjadikeinginan dan 

cita-citasertaimpian yang akandiwujudkan oleh Bupati dan Wakil 

BupatiKabpaten Tanah Lautdalam 5 (Lima) Tahunkedepan. 

Denganberpedoman pada RPJMD makaDinas P2KBP3A Kabupaten 

Tanah LautsesuaidenganTugas dan 

fungsinyabertanggungjawabterhadappelaksanaan program-program 
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yang berkontribusidalammenunjangkeberhasilanmewujudkan 

target capaian program prioritasutama. 

Dalamperjalananpelaksanaan program 

tentunyaterdapatfaktorpenghambat dan 

pendorongdalamurusanpelayanan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten 

Tanah Laut ,sebagaimanadiuraikantabel 3.2 berikutini : 

 3.2FaktorPenghambat dan pendorongPelayanan SKPD 

terhadapPencapaianVisi,Misi dan Program Bupati dan Wakil 

Bupati 

VISI  :       TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI 

No 

MisiKepala 

Darah dan 

Wakil Kepala 

Daerah 

Terpilih 

Permasalahanp

elayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Berkaryamenin

gkatkankualita

ssumberdayam

anusia dan 

pelayananmasy

arakat yang 

berbasisteknol

ogiuntukmenin

gkatkanpemba

ngunanekonom

i ,sosial dan 

budaya 

1.

 Tingginya

LajuPertumbu

hanPenduduk( 

LPP) 

 

2. TingginyaTFR 

(Total Fertility 

Rate ); 

 

3. Belum 

otimalnyapeny

ediaaninforma

si data 

mikrokeluarga

, 

 

4. Masih 

rendahnyape

mahamanPasa

nganUsiaSub

urtentangber-

KB 

 

1. 

 Pertumbuhanpe

nduduk di Kab.Tala 

lima     tahun yad 

terusbertambah; 

 

1.1. Rendahnya PUS 

untukber-KB . 

 

1.2 Bonus 

Demografipengemb

angankapasitaspen

duduk 

(Pendidikan,kesem

patankerjaterutam

aperempuan) 

 

1.3.

 Banyaknyapend

uduk yang 

migrasikekotaakib

atfaktorekonomi. 

 

Kurang 

a. AdanyaAmanat 

UU No.52 

tentangPerkem

banganPendud

uk dan 

Pembangunan 

Keluarga; 

b. Adanyapartisip

asimasyarakat

dalammenunja

ng program 

KB; 

c. Semua Tenaga 

PLKB 

mendapatkanp

engetahuankon

seling ABPK-

KB ( Alat 

Bantu 

Pengambilanke

putusan Ber-

KB); 

d. AdanyaRegulas

i KB di 
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5. Belum 

optimalnyapel

ayanan KB 

dan keluarga 

Sejahtera; 

 

6. Masih  

ditemukanpen

gaduantindak

kekerasanterh

adapperempu

an dan Anak; 

 

pemahamanmasyaraka

ttentang MKJP 

 

4. Masih tingginya 

Unmet-

eedselamakurunwa

ktu 5 thn(2014-

2018) di atas 

Target SPM 9% . 

 

Masih 

rendahnyamasyarakat

menciptakankeluargaS

ehat,Sejahtera dan 

bahagiadalampembang

unankeluarga. 

 

4.1  Belum maksimal 

KIE untuk PUS IAT 

& TIAL. 

5. Masih 

tingginyaangkaper

kawinanusiadiniBa

gi WUS 15-19 thn. 

5.1 Masih banyaknya 

PUS15-49 thn 

yang 

menggunakan Alat 

Kontrasepsi yang 

kurangefektif dan 

efisien (Non MKJP). 

5.2  Belum 

maksimalnya KIE 

untuk PUS IAT dan 

TIAL 

7.1 Unmet- Need 

Tinggi. 

 

KabupatenLaut

; 

e. AdanyaInstitus

i Masyarakat 

Pedesaan (IMP) 

yang 

aktifmendukun

g program KB. 

 

5 Membangunsin

ergitas yang 

baikantartingk

atpemerintaha

ndalamrangka

meningkatkank

esejahteraanm

Belum 

optimalnyakeset

araan gender; 

 

 

Belum 

optimalnyaperlin

a. Pemahaman dan 

komitmen para 

pengambilkebijakan

mengenaipentingnya

pengintegrasianpers

pektif gender di 

semuabidang dan 

a. Kebijakan 

kesetaraan 

gender dan 

keadilan gender 

telah tertuang 

dalam RPJMD, 

memberikan 
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asyarakat dunganperempu

an dan Anak 

 

 

Belum 

optimalnya tata 

kelolaadministra

siperkantoran 

tahapanpembangun

anmasihkurang. 

b. Kelembagaanpengar

usutamaangender 

belumberjalansecar

aefektifdalammewuj

udkankesetaraan 

dan keadilan gender 

dalampembangunan

. 

c. Angka 

kemiskinanperempu

anmasihcukuptinggi

menjadikanhambata

ndalamperwujudank

esetaraan dan 

keadilan gender. 

d. Pengungkapankasus

-

kasusKekerasanDal

amRumahTangga 

(KDRT) 

terhambatfaktorpsik

ologiskeluargasehin

ggasulituntukmengu

ngkapkejahatan 

yang 

terjadidalamkeluarg

a. 

e. Penggunaan media 

sosial dan aplikasi 

online oleh 

anaksemakinmening

katseiringdenganke

mudahanaksesuntu

kmemiliki 

smartphone 

menjaditantanganda

lamupayaperlindung

ananakdaripornogra

fi, pelecehanseksual 

dan penipuan. 

f. Hambatanregulasi 

dan 

kelembagaanperlind

peluang untuk 

meningkatkan 

kesetaraan 

gender di 

daerah. 

b. Terbukanya 

peluang 

kerjasama 

antara 

pemerintah 

daerah dengan 

lembaga PBB 

dalam 

pemberdayaan 

perempuan, 

perlindungan 

perempuan dan 

anak, seperti 

UNICEF dan 

UNDP.   

c. Komitmen 

Pemerintah 

Daerah dalam 

mendukung 

pelaksanaan  

kesepakatan 

internasional 

yang telah 

diratifikasi oleh 

pemerintah 

Indonesia 

dalam 

peningkatan 

PPPA 

(meratifikasi 

Ratifikasi 

Konvensi 

CEDAW, 

Rencana Aksi 

Beijing, 

Konvensi Hak 

Anak (KHA), 

Konvensi ILO 

tentang 

Ketenagakerjaa
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ungananakmenyeba

bkanpencegahan, 

penanganan, dan 

rehabilitasikasus-

kasusanakbelumber

jalansecaraefektif.  

g. Adanyakewajibanpe

merintahuntukmenj

aminsemuaanakhar

usmemilikikartuide

ntitas, 

mendapataksespela

yananpendidikan, 

dan 

menjaminkelangsun

ganhidupbayimenja

ditantangandalamra

ngkapemenuhanhak

anak. 

h.Adanyanormabud

aya dan agama di 

masyarakat yang 

menghambatpartisip

asiorganisasikemasy

arakatan dan dunia 

usahadalampember

dayaanperempuan 

dan 

perlindungananak 

n, Konvensi 

Hyogo tentang 

Pengurangan 

Resiko 

Bencana, dan 

Kesepakatan 

Tujuan 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

(SDG`s) Tahun 

2015-2030).  

d. Banyaknya 

potensi 

kelembagaan 

yang memiliki 

kepedulian 

terhadap 

kasus-kasus 

perempuan dan 

anak yang 

dapat 

dioptimalkan 

perannya 

dalam 

penanganan 

kasus terkait 

perempuan dan 

anak. 

e. Adanya 

dukungan 

kebijakan 

dalam 

pengembangan 

Kabupaten/Kot

a Layak Anak 

memberikan 

peluang dalam 

peningkatan 

kualitas 

pemenuhan 

hak anak. 

f. Banyaknya 

potensi 

organisasi 

kemasyarakata
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n, Lembaga 

Swadaya 

Masyarakat 

(LSM) dan 

dunia usaha 

yang dapat 

dioptimalkan 

untuk 

mendukung 

pemberdayaan 

perempuan 

dan 

perlindungan 

anak. 

 

 

3.3Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

3.3.1 Telaahan Renstra K/L DAN  Renstra 

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor 

penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini. 

 

Tabel 3.1 

Permasalahan Pelayanan BKKBN Propinsi 

berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan 

Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan 

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

 

1. Meningkatnyausiap

endewasaanpernika

hanmenjadi> 20 

tahun 

 

1. Masih rendahnya 

Tingkat 

kesadaranmenjadiak

septor KB 

bagikaumlaki-laki. 

2. Kurangnyaalatkontr

asepsi KB 

3. Kurang 

signifikannyakenaik

ancontraseptive 

prevalence rate 

 Belum 

terpenuhinyaama

natUU no. 52 

tahun 2009 

tentangpembentuk

anBKKBDKab. 

 Rendahnyakualita

s SDM 

 Keterbatasanangg

aran 

organisasikemasya

rakatan /agama 

yang 

menjadimitrakerja 



RencanaStrategis (Renstra) 2019-2023 
DinasPengendalianPenduduk, KeluargaBerencana,  

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) 
  

47 

 

No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan 

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(CPR) ataucakupan 

KB aktif 

4. Belum 

terpenuhinyapelayan

an unmet need 

5. Belum 

optimalnyaupayapen

dewasaanusiapernik

ahan 

6. Sarana dan 

Prasaranaterbatas. 

7. Terbatasnyaanggara

n 

8. Kompetensi SDM 

terbatas 

9. Rendahnyakesadara

nmasyarakattentang

pentingnya KB 

PascasalinMetodeKo

nsumsiJangka 

Panjang (MKJP). 

10. Budaya& Agama 

tertentu yang 

tidakmenyetujuitent

angpenggunaankont

rasepsi. 

Koordinasidenganka

b/kota yang belum 

optimal 

 

a. Meningkatnya 

capaian indeks 

pemberdayaan 

gender 

 IDG relatif rendah 

dibandingkan 

kondisi ideal dan 

daerah lain.  

 Pelaksanaan 

Perencanaan dan 

penganggaran 

responsif gender 

belum optimal. 

 Terbatasnya 

anggaran program 

untuk mendukung 

PUG dan 

Perencanaan dan 

penganggaran 

responsif gender 

 Adanya 

komitmen kepala 

daerah untuk 

meningkatkan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

 Adanyapartisipasi

perempuan di 

bidangpolitik,huk

um,sosial dan 

ekonomi pada 

organisasikemasy

arakatan. 

 
a. Berkurangnya 

kasus kekerasan 

 Tingginya kasus 

kekerasan terhadap 

 Terbatasnya 

personil yang 

 Adanya 

kerjasama yang 
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No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan 

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

terhadap 

perempuan 

termasuk TPPO 

perempuan, terlihat 

dari jumlah kasus 

kekerasan terhadap 

perempuan dan 

jumlah kasus KDRT.  

 Perempuan banyak 

menjadi obyek 

pornografi, 

menjadikan 

perempuan sangat 

rentan terhadap 

kekerasan. 

melayani 

penanganan kasus 

kekerasan 

terhadap 

perempuan dan 

anak 

baik antara 

pemerintah 

daerah dan 

instansi terkait 

melalui lembaga 

P2TP2A 

 

b. Meningkatnya 

kualitas 

penanganan kasus 

kekerasan terhadap 

perempuan 

termasuk TPPO 

 

 Rendahnya 

perlindungan 

terhadap tenaga 

kerja dan buruh 

migran perempuan, 

ditunjukkan dengan 

terjadinya kasus-

kasus perlakuan 

buruk terhadap 

buruh migran. 

 Belum optimalnya 

peran kelembagaan 

perlindungan hak 

perempuan. 

    

 

a. Meningkatnya 

implementasi 

kabupaten/kota 

layak anak di 

Indonesia. 

 Terjadinya berbagai 

praktik buruk yang 

mengancam hak-hak 

anak, seperti pekerja 

anak perkawinan 

anak, dan anak 

berhadapan dengan 

hukum (ABH). 

 Munculnya berbagai 

tindak kekerasan 

terhadap anak 

 Terbatasnya 

personil yang 

melayani 

penanganan kasus 

kekerasan 

terhadap 

perempuan dan 

anak 

 Adanya 

komitmen kepala 

daerah untuk 

mengembangkan 

Kota Layak Anak 

 

b. Meningkatnya 

kualitas 

implementasi 

kebijakan terkait 

perlindungan 

      
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No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan 

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

khusus kepada 

anak 

 

c. Meningkatnya 

kualitas sistem 

layanan 

perlindungan 

khusus kepada 

anak  

 Belum terpenuhinya 

hak-hak anak seperti 

akte kelahiran, PAUD, 

hidup sehat, sekolah 

ramah anak, 

Puskesmas ramah 

anak, dan 

pengasuhan yang 

aman. 

    

 

Meningkatnya 

partisipasi dan 

sinergitas lembaga 

profesi dan dunia 

usaha, media, dan 

organisasi agama 

dan kemasyarakatan 

serta akademisi dan 

lembaga riset dalam 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

 Kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam 

Pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

 Pengetahuan 

dan kepedulian 

organisasi 

masyarakat dan LSM 

dalam 

Pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

masih kurang 

 Adanya 

beberapa 

organisasi 

masyarakat dan 

LSM yang bergerak 

di bidang 

Pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah 

mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian 

Pengendalianpenduduk, KeluargaBerencanaPemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan 

perangkat daerah adalah sebagai berikut :  

1. MeningkatkanUsiaperkawinanpernikahanmenjadilebihdari 20 

tahun 

Sasaran yang ingin di capaidaritujuanadalahsebagaiberikut :  

a. Meningkatnyapendewasaanusiapernikahan 

Capaiansasaran yang di ukurdenganIndikatorsasaran, 

Prosentasecakupan PUS yang menjadipeserta KB Aktif, 

Cakupan PUS yang inginber-KB tidakterpenuhi( Unmet need), 
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TFR/Total Fertility Rate (Angka kelahiran total 

),CPR/Conraseptive Prevalence Rate ( 

meningkatkanpemakaiankontrasepsi ). 

MenurunkanLajupertumbuhanpenduduk (LPP) 

2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berkeadilan 

gender 

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 

3. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan 

termasuk TPPO.  

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja 

utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan 

termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan 

termasuk TPPO. 

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap 

perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun. 

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan 

terhadap perempuan termasuk TPPO 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan 

komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) 

perempuan korban kekerasan.  

4. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan  pemenuhan 

hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan 

khusus 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi 

hak anak. 
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Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Persentase kabupaten/kota Layak Anak 

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait 

perlindungan khusus kepada anak 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

yang memperoleh layanan sesuai dengan standar 

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh 

(100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan 

perlindungan khusus yang sesuai dengan standar. 

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan 

khusus kepada anak 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus 

kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif 

sesuai dengan standar 

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar 

lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan 

dunia usaha, media, dan organisasi agama dan 

kemasyarakatan sertaakademisidanlembagarisetdalam 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat. 

 

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor 

penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini. 
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1.1.2 Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) 

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-

2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta 

mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019.Visi dan Misi 

Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas 

Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi 

dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk 

“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yaitu : 

1) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

2) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar 

3) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program 

Indonesia sehat  

4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan 

program Indonesia Kerja 

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN 

memiliki visi untuk menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya 

dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga 

Berkualitas”. Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai 

berikut: 

1. Mengarusutamakan Pembangunan BerwawasanKependudukan; 

2. MenyelenggarakanKeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksi; 

3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga; 

4. Membangun dan 

menerapkanBudayaKerjaOrganisasisecarakonsisten; 

5. MengembangkanjejaringKemitraandalampengelolaanKependudukan

, KeluargaBerencana dan Pembangunan Keluarga. 

 

Sasaranstrategis yang ingindicapai oleh BKKBN 

dalamrangkamendukungvisinasionaladalah: 

1. MenurunnyaLajuPertumbuhanPenduduk (LPP)  
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2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)  

3. Meningkatnyapemakaiankontrasepsi (CPR)  

4. Menurunnyakebutuhanber-KB yang tidakterpenuhi (unmet need)  

5. Menurunnya Angka kelahiran pada remajausia 15 -19 tahun (ASFR 

15 – 19 tahun)  

6. Menurunnyakehamilan yang tidakdiinginkandari WUS ( 15 – 49 

tahun). 

Tabel 3.1  
IndikatorSasaranStrategis BKKBN Tahun 2015-2019 

 

Sumber: Renstra BKKBN Tahun 2014-2019 
 

Tabel 3.2  
PermasalahanDinasPengendalianPenduduk, KeluargaBerencana 

,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
AnakTerhadapPencapaianSasaranStrategis BKKBN 

besertaFaktorPenghambat dan 
PendorongKeberhasilanPenanganannya 

 

Tujuan dan Sasaran PermasalahanPelayanan SKPD 
Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. MenurunnyaLajuPertumbuhanPenduduk 

(LPP)  

Belum optimalnyapelaksanaan program 

KeluargaBerencana, 
dilihatdarimasihrendahnyacakupanpeserta KB 
aktif yang hanyasebesar 80,6%. 

 

Masih 

rendahnyakesadarankaumpriauntukberperansertasecaraaktifdalam 
program KB sebagaiakseptor KB 

Kesadaranmasyarakatuntukberpartisipasimengalamipeningkatan 

2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) 

per WUS (15 - 49 tahun)  

Belum optimalnyapelaksanaan program 

KeluargaBerencana, 

Banyaknya PUS yang  tidakikutber-KB Sosialisasi program KeluargaBerencanaselaludilaksanakan 
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3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat 

Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 

pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks 

pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. 

2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan 

sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan. 

3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan 

sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan 

perlindungan khusus anak. 

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor 

penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 . 

 

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

dilihatdarimasihrendahnyacakupanpeserta KB 

aktif yang hanyasebesar 80,6%. 

3. Meningkatnyapemakaiankontrasepsi 

(CPR)  
 
 

 
 

 

Belum 

optimalnyakemampuanpenyediaanalatkontrasepsi. 
Hal inidilihatdaricakupanpenyediaalat dan 
obatkontrasepsibarumencapai 27,74% 

Kemampuandaerahuntukmenyediakanalatkontrasepsiterbatas  

danpenyediaanbiayapemasangankontrasepsibelum optimal 

Ada dana alokasikhususdaripemerintahpusatuntuk program KB 

dan droping Alat Kontrasepsidari Pusat 

4. Menurunnyakebutuhanber-KB yang 

tidakterpenuhi (unmet need)  

Masih tingginyaangkaunmeetned KB. Pada tahun 

2015 unmeetnedsebesar 9,9% 

Banyaknya PUS yang  tidakikutber-KB Sosialisasi program KeluargaBerencanaselaludilaksanakan 

5. Menurunnyakehamilan yang 

tidakdiinginkandari WUS ( 15 – 49 
tahun). 
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3.4.1.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Dalam pelaksanaan renstra tahun 2019 – 2023 tidak terdapat 

yang menimbulkan program dan kegiatan yang menimbulkan 

perubahan atau yang bertetangan dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah 

 

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan lima ( 5 ) tahun 

kedepan tahun 2019 – 2023 tidak menimbulkan yang negatif terhadap 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

 
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagianinidireviewkembalifaktor-faktordaripelayanan 

PPKBP3A yang mempengaruhipermasalahanpelayanan BPPKB 

ditinjaudari: 

1. gambaranpelayanan SKPD; 

2. sasaranjangkamenengah pada Renstra K/L; 

3. sasaranJangkamenengahdariRenstraPerangkat Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota; 

4. Implikasi RTRW bagipelayananPerangkatdaerah;dan 

5. Implikasi KLHS bagipelayananPerangkat Daerah. 

Selanjutnyadikemukakanmetodepenentuanisu-isustartegis dan 

hasilpenentuanisu-isustrategistersebut. Dengandemikian, pada 

bagianinidiperolehinformasitentangapasajaisustrategis yang 

akanditanganimelaluiRenstra PPKBP3A tahunrencana. 

Metodepenentuanisu-isustrategispelayanan PPKBP3A 

dilakukandengancara : 

1. Dibahasmelalui Forum Focussed Group Discussion (FDG). 

2. Menggunakanmetodepembobotandengancarasebagaiberikut : 

a. Menentukanskorterhadap masing-masing kriteria yang 

telahditetapkan,  
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denganmengisi table dengancontohsebagaiberikut : 

Skor KriteriaPenentuanIsu-IsuStrategis 

No Kriteria *) Bobot **) 

1 Memilikipengaruh yang 

besar/signifikanterhadappencapaiansasaranRenstra 

K/L atauRenstraProvinsi/Kabupaten/Kota 

20 

2 MerupakanTugas dan Tanggungjawab SKPD 10 

3 Dampak yang ditimbulkannyaterhadap public 20 

4 Memilikidayaungkituntukpembangunandaerah 10 

5 Kemungkinanataukemudahannyaditangani 15 

6 Prioritasjanjipolitik yang perludiwujudkan 25 

 Total 100 

 

b. Melakukanpenilaianisustrategisterhadapkriteria yang 

telahditetapkanberdasarkanskalatersebut pada angka a), 

denganmengisi table sebagaiberikut : 
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Nilai Skala Kriteria 

No Nilai Skala Kriteriake Total 

Skor 
IsuStrategis 1 2 3 4 5 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (12) 

1 TingginyaLajuPertumbuh

anPenduduk 

 

20 10 20 10 15 25 100 

2 TingginyaTFR (Total 

Fertility Rate 

20 10 20 - 15 25 90 

3 Belum 

otimalnyapenyediaaninfor

masi data mikrokeluarga 

20 10 20 10 15 - 75 

4 Masih 

rendahnyapemahamanPa

sanganUsiaSuburtentang

ber-KB; 

20 10 - - 15 25 70 

5 Belum 

optimalnyapelayanan KB 

dan keluarga Sejahtera; 

20 10 20 - 15 - 65 

6 Belum 

optimalnyakesetaraan 

gender 

20 10 - - 15 - 45 

7 Belum 

optimalnyaperlindunganp

erempuan dan Anak 

20 10 - - 15 - 45 

8 Masih  

ditemukanpengaduantind

akkekerasanterhadappere

- 10 - 10 15 - 35 
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mpuan dan Anak 

9 Belum 

optimalnyaAkuntabilitas 

Kinerja SKPD 

 

 

- 10 - - 15 - 25 

 

c .Menghitung rata-rata 

skor/bobotsetiapisustrategisdenganmengakumulasikannilaitiap-

tiapisustrsregisdibagijumlahpeserta, yang 

dituangkandalamtabelsebagaiberikut: 

 

Rata-Rata Skor/bobotIsu-isustrategis 

o Isu-IsuStrategis Total Skor Rata-Rata Skor Peringkat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
TingginyaLajuPertumbuhanPendudu

k ; 

 

100 
16,67 1 

2 
TingginyaTFR (Total Fertility Rate 90 

15 2 

3 
Belum 

otimalnyapenyediaaninformasi data 

mikrokeluarga 

75 
12,5 3 

4 
Masih 

rendahnyapemahamanPasanganUsia

Suburtentangber-KB; 

 

70 
11,67 4 

5 
Belum optimalnyapelayanan KB dan 

keluarga Sejahtera; 

65 
10,83 5 
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6 
Belum optimalnyakesetaraan gender 45 

7,5 6 

7 
Belum 

optimalnyaperlindunganperempuan 

dan Anak 

45 
7,5 7 

8 Masih  

ditemukanpengaduantindakkekerasa

nterhadapperempuan dan Anak 

35 
5,83 8 

9 
Belum optimalnyaAkuntabilitas 

Kinerja SKPD. 

25 
4,17 9 

 

Dari hasil rata-rata 

skortersebutdiatasdapatdilakukanpemeringkatanterhadapisu-

isustrategissebagaiberikut : 

1) TingginyaLajuPertumbuhanPenduduk ; 

2) TingginyaTFR (Total Fertility Rate ); 

3) Belum otimalnyapenyediaaninformasi data mikrokeluarga; 

4) Masih rendahnyapemahamanPasanganUsiaSuburtentangber-

KB; 

5) Belum optimalnyapelayanan KB dan keluarga Sejahtera; 

6) Belum optimalnyakesetaraan gender; 

7) Belum optimalnyaperlindunganperempuan dan Anak; 

8) Masih  

ditemukanpengaduantindakkekerasanterhadapperempuan 

dan Anak; 

9) Belum optimalnyaAkuntabilitas Kinerja SKPD. 
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BAB IV 

TUJUAN  DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target 

kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel T-C.25 berikut 

ini. 

      TUJUAN 

1. Terwujudnyakeberlangsunganber- KB 

sertapengendalianangkakelahiran. 

2. Meningkatkanperanperempuandalampembangunan; 

3. Terwujudnyaperlindunganperempuan dan Anak 

4. Terwujudnya tata kelolaadministrasiperkantoran, perencanaan 

dan keuangan yang baik. 

 

SASARAN : 

1) MenurunnyaLajupertumbuhanpenduduk( LPP) ; 

2) Menurunnya Angka kelahiran Total ( TFR ) per WUS 9 15-49) 

Tahun; 

3) Meningkatnyapenyediaaninformasi data mikrokeluarga; 

4) MeningkatnyapemahamanPasanganusiaSuburtentangber-KB; 

5) MeningkatnyapelayananKeluargaBerencana dan Keluarga 

Sejahtera; 

6) Meningkatnyakualitashidupperempuan yang berkeadilan 

gender; 

7) TerwujudnyaKabupaten Tanah Lautsebagai Kota Layak Anak; 

8) Meningkatnyapenyelesaianpengaduantindakkekerasanperempua

n dan Anak; 

9) MeningkatnyaAkuntabilitas Kinerja SKPD. 

10) MeningkatnyaReformasiBirokrasi 
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Tabel T-C.25 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2019 -2023 
 

No Tujuan 
Indikator
Tujuan 

Tar
get 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Sa
tu
an 

Target Kinerja Sasaran 

Targ
et 
Akhir 
Rens
tra 

       
2018 

Thn 

2019 

Thn 

2020 

Thn 

2021 

Thn 

2022 

Thn 

2023 
 

1 Terwujudnyake
berlangsungan
ber- KB 
sertapengendal
ianangkakelahi
ran 

LajuPertu
mbuhanPe
nduduk 

1,56 
 

1.Menurunnya 

LajuPertumbuhan

Penduduk (LPP). 

 

1.Persentas
e 
LajuPertum
buhanPend
uduk 

 

 

% 

 

 

1,78 
 

1,66 
 

1,63 
 

1,61 
 

1,58 
 

1,56 
 

1,56 
 

  Angka 
Kelahiran 
Total (TFR) 

2,22 
 

2.Menurunnya  
Angkakelahiran 
total (TFR) per 
WUS (15 - 49 
tahun 

2.Persentas
e Total 
Fertility 
Rate (TFR 

% 

 

2,33 
 

2,33 
 

2,30 
 
 

2,27 
 

2,24 
 

2,22 
 

2,22 
 

    3.Meningkatnya 
penyediaaninform
asi data 
mikrokeluarga 

3.Persentas
e data 
mikrokeluar
ga 

% 

 

100 100 100 100 100 100 100 

    4.Meningkatnyape
mahamanPasanga
nusiaSuburtentan
gber-KB 

4.Persentase
Pasanganus
iaSubur 
yang      
ber-KB 

% 

 

90 90 90 90 90 90 90 

    5.Meningkatnya 
pelayananKeluarg

5.Persentase PUS 
yang 

% 9 9 9 9 9 9 9 
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aBerencana dan 
Keluarga Sejahtera 

inginber-
Kbtidakterp
enuhi  ( 
Unmet- 
need) 

 

2 Meningkatkan
Peran  
Perempuandal
am 
Pembangunan 

Indeks 
Pembangu
nan 
Gender 
(IDG) 

67,4
8 

MeningkatkanKual
itasHidup 
Perempuan yang 
Berkeadilan 
Gender 

PersentaseI
ndeksPemb
erdayaan 
Gender 
(IDG) 

% 63,38 68,40 68,42 68,44 68,46 68,48 68,48 

3 TerwujudnyaPe
rlindungan 
Perempuan 
dan Anak 

Skor 
capaian 
KLA 

700 1. 
TerwujudnyaKabu
paten Tanah 
Lautsebagai Kota 
Layak Anak 

Skor 
capaian 
KLA 

Sk
or 

550 700 700 700 700 700 700 

 100
% 

2. Meningkatnyap
enyelesaianpen
gaduantindakk
ekerasanperem
puan dana 
anak 

PersentaseP
enangananP
engaduan 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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4 Terwujudnya 
tata 
kelolaadminist
rasiperkantora
n, 
perencanaan 
dan keuangan 
yang baik 

Persentase 
tata 
kelolaadmi
nistrasiper
kantoran,  
 
 
 
perencana
an dan 
keuangan 
yang baik 

100 MeningkatnyaAku
ntabilitas Kinerja 
SKPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MeningkatnyaRefo
rmasiBirokrasi 
 

1.Persentase 
terkelolanya
administras
iumum dan 
kepegawaia
n 

 
2.Persentase
perencanaa
n dan 
keuangan 
SKPD 

3.Nilai 
Akuntabilita
s Kinerja 
Instansipem
erintah 
SKPD 

 
4. Nilai 

ReformasiB
irokrasi 

% 

 

 

 

 

 

% 

 

 

Sk

or 

 

 

Sk

or 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

70 
(BB 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
75 
(BB) 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
75 
(BB) 
 
 
 
 
60 
(B) 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
75 
(BB) 
 
 
 
 
70 
(BB) 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
75 
(BB) 
 
 
 
 
75 
(BB) 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
75 
(BB) 
 
 
 
 
75 
(BB) 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
75 
(BB) 
 
 
 
 
75 
(BB) 
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BAB  V.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

DalamupayamencapaiTujuandisusun Strategi 

secarakonseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensip 

yang melibatkanseluruhsumberdaya yang dimiliki 

.Kebijakanmerupakanpendukung strategi 

sekaligussebagaiarahpijakan yang 

secarakomprehensipmelibatkanseluruhsumberdaya. 

Strategi dan  

kebijakanDinasPengendalianPenduduk,KeluargaBerencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanah 

Lautadalahsuatucarauntukmencapaitujuan , 

sasaranjangkamenengah, dan targetkenerjahasil ( Outcome ) 

program prioritas RPJMD yang menjaditugas dan 

fungsiDinasPengendalianPenduduk,KeluargaBerencana,Pemberdaya

n Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut 

1.1 STRATEGI 

 Ada beberapapilihan strategi yang dapatdigunakanuntukwaktu 

dan kesempatan yang berbeda, Pilihan-pilihan strategi 

tersebutantaralain : 

1.  Strategi SO, 

yaitumenggunakankekuatanuntukmendapaatkanpeluang, 

2. Strategi 

WO,yaitumengatasikelemahandenganmemanfaatkanpeluang, 

3. Strategi 

ST,yaitumenggunakankekuatanuntukmenghindariancaman, 

4. Strategi WT, yaitumeminimalkankelemahan dan 

menghindariancaman 

LebihjelasnyaterkaitdenganpenentuanstrategisDinas P2KBP3A 

Kabupaten Tanah Lautdapat di lihat pada table Matrik Analisa SWOT 
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MATRIK ANALISA SWOT 

Faktor  EKSTERNAL 

PELUANG ( OPPORTUNITES) ANCAMAN ( THREATS ) 

1. Kebijakan KB dan Kesetaraan Gender telahtertuangdalam 

RPJMD, memberikanpeluanguntukmeningkatkanprioritas 

program KB dan Kesetaraan Gender di daerah; 

2. Mudahnyamasyarakatmemperolehinformasitentang KB 

dan kesetaraan gender; 

3. Minatmasyarakatuntukber KB sangattinggi; 

1. Adanyadukungan Dana AlokasiKhusus (DAK) di bidang 

KB; 

2. AdanyadukungankebijakanBupatiKabupaten Tanah 

LautdalampengembanganKecamatanLayak Anak (KLA) dan 

memberikanpeluangdalampeningkatankualitaspemenuhan

hak Anak; 

3. Terbukanyapeluangkerjasamapemerintahdaerahdengan 

stakeholder yang peduliterhadappemberdayaanperempuan 

dan perlindungananaksepertibekerjasamadenganlembaga-

lembagaswadayamasyarakat, dunia usaha dan akademis; 

4. Dijadikannyapembangunan gender sebagaiisunasional, 

sehinggasemuakebijakan di 

tingkatdaerahuntukpembangunanberbasis gender. 

1. Belum optimalnyainstitusiinstitusimasyarakatdalammelaksanakan program KB; 

2. Meningkatnyatuntutanmasyarakatpelayanan KB yang bermutu; 

3. Masih tingginyausiaperkawinandini; 

4. TingginyaLajuPertumbuhanPenduduk (LPP); 

5. Masih rendahnyaketerlibatanlintassektoraldalampengarusutamaan gender (PUG); 

6. Kelembagaan PUG belumberjalansecaraefektifdalammewujudkankeseteraan dan 

keadilan gender dalampembangunan; 

7. Pemahaman dan komitmen para 

pengambilkeputusanmengenaipentingnyapengintegrasianperspektif gender 

disemuabidang dan tahapanpembangunanmasihkurang; 

8. Belum tersedianyawarung internet yang 

ramahanakmenjadiancamandalamupayaperlindungananakdaripornografi,pelecehansek

sual dan penipuan; 

9. Penggunaan media social dan aplikasi one-line oleh 

anaksemakinmeningkatseiringdengankemudahanaksesuntukmemilikismarphone; 

10. Fasilitashotsport (Wifi) di area public yang tidakdapatdiawasi, seperti di 

café,runahmakan dan restoran. 

 

FAKTOR INTERNAL 

KEKUATAN ( STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

1. Sudahterbentuknyakader-kader dan kelompokkegiatan (Poktan) 

dan Institusi Masyarakat pedesaan (IMP) di 143 desa pad 11 

Kecamatandalam wilayah Kabupaten Tanah Laut; 

2. Tesedianyasarana dan prasarana ,pedoman, petunjukteknis dan 

1. Belum 

optimalnyapemahamanmasyarakattentangpentingnya KB 

dalampeningkatanKesejahteraanKeluarga; 

2. Belum optimalnyamemberdayakanpenerapanDelapan( 8 ) 
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standaroperasianalprosedur 

3. Tersedianyaanggarankegiatan yang cukupmemadai; 

4. Adanya program inovasi Program KeluargaBerencana 

Serta  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

5. Penerapaninformasi dan tehnologi yang memadai; 

6. Tersedianyasejumlah Tenaga lapangan yang terlatih; 

7. Tersedianya Sap-Ras kerja yang 

memadaidalammelaksanakanTupoksi; 

8. Tersedianyalandasanhukum/kebijakanbaikpusatmaupundaerah 

yang mendukung program/kegiatanDinas P2KBP3A Kabupaten 

Tanah Laut; 

9. Sudahterbentuknya Lembaga P2TP2A; 

10. Sudahterbentuknya Forum Anak Daerah (FAD) ; 

11. Sudahterbentuknya PUSPAGA 

fungsiKeluarga; 

3. Belum optimalnyakoordinasipelaksanaankegiatan di 

bidang KB antara Pusat, Provinsi dan daerah;  

4. Belum optimalnyakoordinasipelaksanaankegiatan di 

bidang PP-PA –PA antaraPusat,Provinsi dan daerah; 

5. Belum tersedianyagedungpenyuluhan P2TP2A; 

6. Belum 

sinerginyapelaksanaanurusanpemberdayaanperempuan 

dan perlindungananak; 

7. Belum optimalnyadukungan SD 

Aparaturuntukmeningkatkankinerjaorganisasibaikdarikwal

itas dan kuantitas; 

8. Belum optimalnyakegiatansosialisasiperaturan /kebijakan 

di Bidang  KB-KS / PP-PA. 

 

 

 

5.1 STRATEGI 

I. Sekretariat 

1. Peningkatan tata kelolapemerintahan yang baik (Good 

Governance )untukmeningkatkankinerjaReformasiBirokrasi, 

termasuk di 

dalamnyapeningkatankualitasperencanaanpembangunandae

rahsertapelaporankinerjapenyelenggaraanpemerintahandaera

h. 

II. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

1. MenurunnyaLajuPertumbuhanPenduduk (LPP) 

2.   Menurunnya  Angkakelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 

tahun) 

3.   Meningkatnyapemakaiankontrasepsi (CPR) 

4 .Menurunnyakebutuhanber-KB yang tidakterpenuhi (unmet need) 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
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1. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka 

implementasi perencaan penganggaran responsef  gender secara 

efektif; melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan 

program kegiatan dan anggaran yang rensponsif gender pada 

perangkat daerah melalui pelaksananan perencanaan dan 

penganggaran  rensponsif gender (PPIR); dan Meningkatkan 

keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan 

kontribusi rumah tangga; 

2. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, 

masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan 

penangan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk 

TPPO; Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM 

yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup 

layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial; 

3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, 

masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan 

hak anak; 

4. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, 

masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan 

penangan tindak kekerasan terhadap anak; Meningkatkan 

kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM 

yang melayani anak korban kekerasan dan  Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK); 

 

 

 

4.2.1 KEBIJAKAN 

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi 

adalah sebagai berikut: 

I. SEKRETARIAT 

1. Memberikankesempatan yang seluas –luasnyakepada ASN 

untukmengembangkankompetensidalamrangkamenambahp
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engetahuan dan keterampilansehingga bias 

memberikanpelayanan yang lebihbaiklagikepadamasyarakat 

. 

2. Berusahameningkatkananggaranuntukkegiatanpengembang

ankompetensi ASN Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut. 

II. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

1. Meningkatkan kepesertaan Pasangan Usia Subur terhadap 

program keluarga berencana; 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program 

pengendalian penduduk, keluarga berencana serta 

kesehatan reproduksi; 

3. Pemaduan dan SinkronisasikebijakanPemerintah Daerah 

ProvinsidenganPemerintahdaerahKabupaten/kotadalamrang

kapengendaliankuantitaspenduduk.; 

4. Pemetaanperkiraanpengendalianpendudukcakupan Daerah 

Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan. 
 
5.  Pemantapan dan sinergitas program 

sekolahsiagakependudukan( SSK). 
6. Pelaksanaanadvokasi, komunikasi, informasi dan edukasi 

(KIE) pengendalianpenduduk dan KB 

sesuaikearifanbudayalokal. 
 

7.  Pendayagunaantenagapenyuluh KB/petugaslapangan KB   
(PKB/PLKB) 

 

8.  Pengendalian dan pendistribusiankebutuhanalat dan 
obatkontrasepsisertapelaksanaanpelayanan KB di Daerah 

Kabupaten/Kec./Kel 
 
 
                            . 

III. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

1. Peningkatan KKG dengan Fokus pada  penguatan 

kelembagaan pengarustamaan gender, penyusnan PPRG, 

dan pendampingan PPRG; dan Pelaksanaan pelatihan usaha 

dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada 

daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi; 
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2. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO; dan Penguatan lembaga 

penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan 

perdagangan orang; 

3. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan 

pencapaian KLA; 

4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap 

anak; dan Penguatan lembaga penyedia layanan 

perlindungan anak. 

 

 

Keterkaitan antara strategi dan arahkebijakan dengan 

Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat padaTabel T-C.26 

berikut ini. 
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Tabel T-C 26 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah  
Tahun 2019–2023 

 

VISI :TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG “ BERINTERAKSI “ 
MISI  3 :MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE) 
 

 
 

N
o 

Tujuan Sasaran Strategi ArahKebijakan 

I SEKRETARIAT:    

1 
 
 
 

Terwujudnya tata 
kelolaadministrasiper
kantoran, 
perencanaan dan 
keuangan yang baik. 

1. MeningkatnyaAkuntabilitas 
Kinerja SKPD 

2.MeningkatnyaReformasiBiro
krasi 
 

 

1.Peningkatan tata kelola 

administrasiperkantoran, 

perencanaan dan keuangan 

yang baik 

 

1. Memberikankesempatan yang seluas 

–luasnyakepada ASN 

untukmengembangkankompetensida

lamrangkamenambahpengetahuan 

dan keterampilansehingga bias 

memberikanpelayanan yang 

lebihbaiklagikepadamasyarakat . 

2. Berusahameningkatkananggaranunt

ukkegiatanpengembangankompeten

si ASN Dinas P2KBP3A Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

I
I 

PENGENDALIAN PENDUDUK & KB 

 
 
 
 

VISI  :TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG “ BERINTERAKSI “ 
MISI I :BERKARYA MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERBASIS    

TEKNOLOGI UTK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA 
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N
o 

Tujuan Sasaran Strategi ArahKebijakan 

1 Terwujudnyakeberla

ngsunganber KB 

sertapengendalianan

gkakelahiran 

1. MenurunnyaLajuPertumb

uhanPenduduk (LPP) 

 
2. Menurunnya  

Angkakelahiran total (TFR) 

per WUS (15 - 49 tahun) 

 
3. 

MeningkatnyapemahamanP

asanganUsiaSuburtentangb

er KB (es3) 

4. 

Meningkatnyapenyediaanin

formasi data mikrokeluarga 

(es3) 

1. MenurunnyaLajuPertum

buhan 

Penduduk (LPP) 

 

2. Menurunnyakehamilan 

yang 

tidakdiinginkandari 

WUS (15-49 tahun) 

3. Persentase PUS yang 

ber KB oleh 

kaderpendata dan 

PLKB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Meningkatkan kepesertaan Pasangan 

Usia Subur terhadap program 

keluarga berencana; 

 

2.Meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap program pengendalian 

penduduk, keluarga berencana serta 

kesehatan reproduksi; 

 
3.Pemaduan dan 

SinkronisasikebijakanPemerintah 

Daerah 

ProvinsidenganPemerintahdaerahKab

upaten/kotadalamrangkapengendalia

nkuantitaspenduduk; 

 
4.Pemetaan 

perkiraanpengendalianpendudukcaku

pan Daerah 

Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan; 

5.Pemberdayaan dan 

peningkatanperansertaInstitusi 

Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Tokoh 

Masyarakat 

tingkatdaerahkabupaten/kotadalamp

elaksanaanpelayanan dan 

pembinaankesertaanber-KB; 
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N
o 

Tujuan Sasaran Strategi ArahKebijakan 

   

 

  Adanya UU No. 52 Tahun 2009 
tentangPerkembanganKependudukan 
dan Pembangunan Keluarga 
Sejahtera; 
 

 Meningkatkanpenyediaaninformasi 
data 
mikrokeluargadisetiapdesa/keluraha
nuntukkelancaran proses pencatatan 
dan pelaporangunamemperoleh data 
yang akurat. 

I
I
I 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

MISI  5 :MEMBANGUN SINERGITAS YANG BAIK ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN 
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

1 Meningkatkanperanp
erempuandalampem
bangunan 

1. 
MeningkatnyaKualitasHidup 
Perempuan yang Berkeadilan 
Gender 

1. 
Meningkatnyapenguatan
kelembagaanjaringan 
PUG dan PUHA. 

 
2 Tersedianya data terpilah 

gender. 
 

3Meningkatkanpartisipasi

masyarakatterhadap 
program 
pemberdayaanperempua
n,perlindunganperempua
n dan Anak 

1 Peningkatan 
KesetaraanKeadilanGender dengan 
Fokus pada  penguatan kelembagaan 
pengarustamaan gender; 

2 Penyusunan PPRG, dan 
pendampingan PPRG; dan 
Pelaksanaan pelatihan usaha dan 
pendampingan kepada perempuan, 
dikhususkan pada daerah dengan 

tingkat kemiskinan tinggi; 
3 Meningkatkan program 

pemberdayaanperempuan,untukmeni
ngkatkankualitashidup dan 
sumberdayakaumperempuan. 
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N
o 

Tujuan Sasaran Strategi ArahKebijakan 

2 Terwujudnyaperlindu
nganperempuan dan 
anak 

1. TerwujudnyaKabupaten 
Tanah LautSebagai Kota 
Layak Anak 

2. Meningkatnyapenyelesaianp
engaduantindakkekerasanp
erempuan dan anak (es3) 

1 
Meningkatkanpemahama
n dan 
komitmenpemerintah, 
masyarakat, dunia 
usahadan media 
massatentangpemenuhan
hakanak; 

 
2 Mendorongterwujudnya 

Kota Layak Anak (KLA); 
 
3   

Meningkatkanpemaham
anpemerintahaparatpen
egakhukum, 
masyarakat dan dunia 
usahatentangpencegaha
n dan 
penanganantindakkeker
asanterhadapanak; 

 
4  

Meningkatkankualitasle

mbagalayananperlindun
gananaktermasuk SDM 
yang melayanianak 
korban kekerasan dan  
Anak yang 
MemerlukanPerlindunga
nKhusus (AMPK). 

1 Pemenuhanhakanakdenganfokus 
pada percepatanpencapaian KLA; 

 
 
2 

Menigkatkankoordinasidenganlintass
ektoral/Instansiterkait; 

 
3 Peningkatanpencegahanterjadinyake

kerasanterhadapanak; dan 
Penguatanlembagapenyedialayanan
perlindungananak; 

 
4 Meningkatkansosialisasibebagaiprod

ukhukumtentangpenghapusankeker
asan pada perempuan dan Anak; 

 

5 Menyediakananggaranuntukpemenu
hansarana dan prasaranabagi 
korban 
kekerasanterhadapperempuan dan 
anak. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan 

dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut: 

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1. Penyediaan jasa,bahan,peralatan dan perlengkapan perkantoran 

2. Penyediaan  Rapat-rapat ,konsultasi, dan koordinasi 

3. Penyediaanjasapenunjangkinerja SKPD   

B. Program Pemenuhan,Peningkatan Saran/Prasarana Kerja dan 

Kualitas Sumber Daya Manusia 

1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; 

2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; 

3. Pembangunan Gedung kantor; 

4. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor; 

5. Peningkatankemampuanteknisaparatur; 

6. Pengadaanpakaiandinasbesertaperlengkapan. 

 

C. Program Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 

1. Penyusunanperencanaan dan kinerja SKPD; 

2. PenyusunanLaporankeuangan; 

3. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporankinerja; 

D. Program PenyebarluasanInformasi Pembangunan dan Kinerja 

SKPD 

1. Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan; 

2. PembuatanSistemInformasi SKPD. 

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 

 
E. Program KeluargaBerencana dan PembinaanKeluarga Sejahtera 

SeksiKeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksi 

1. Pembinaanmasyarakatpeduli KB dan Kesehatan Reproduksi ; 

2. Monev Pelayanan  KB dan Pengelolaan Alkon. 
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SeksiKetahananKeluarga 

1.Pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS). 

SeksiPemberdayaanKeluarga 

1.Peningkatan PemberdayaanEkonomiKeluarga 

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

F. Program PeningkatanKualitasHidup dan Perlindungan Perempuan 

dan Anak 

SeksiPemberdayaan Perempuan 

1. KegiatanPembinaanPemberdayaanPerempuan,Organisasi 

Perempuan dan Kesetaraan Gender. 

SeksiPemenuhanHak Anak 

1.Pembinaan dan PemenuhanHak Anak 

SeksiPerlindunganHak Perempuan dan Perlindungan Anak 

1. Pendampingan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan 

Anak. 
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Tabel T-C.27 
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 

Kabupaten Tahun  2019-2023 

Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Program 
dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcome) dan 
Kegiatan (output) 

Sat 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 
perangkat 

daerah 
Penanggu
ng-jawab 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Target Akhir 

Renstra 

T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 

Terwujudnya 
tata kelola 
administrasip
erkantoran,p
erencanaan 
dan 
keuangan 
yang baik 

Meningkat
nya 
Akuntabilit
askinerja 
SKPD 

Persentaseterk
elolanyaadmini
strasiumum 
dan 
kepegawaian 

Prog.Pelaya
nan 
Adminitrasi 
perkantoran 

Persentasetata kelola 
administrasiperkantora
n,perencanaan dan 
keuangan yang baik 

% 
10
0 

647.280.000 
10
0 

1.218.490.000 
10
0 

1.332.200.000 
10
0 

1.458.700.00
0 

10
0 

1.593.030.00
0 

10
0 

1.593.030.000 
Dinas 

P2KBP3A 
Kab.Tala 

  Persentaseper
encanaan dan 
Keuangan 
SKPD 

Penyediaanj
asa,bahan,p
eralatan dan 
perlengkapa
nperkantoran 

Jumlahbahan,peralata
n dan 
perlengakapanperkant
oran yang tersedia 

Unit 40 119.280.000 40 639.490.000 40 804. 200. 000 40 930.700.000 40 
1.065.030.00

0 
40 1.065.030.000 

Dinas 

P2KBP3A 

Kab.Tala 

  Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansipemeri
ntah SKPD 

Penyediaanr
apat-
rapat,konsult
asi dan 
koordinasi 

Jumlahrapat 
,konsultasi an 
koordinasi yang diikuti Kali 12 195.000.000 12 195.000.000 12 195.000.000 12 195.000.000 12 195.000.000 12 195.000.000 

Dinas 

P2KBP3A 

Kab.Tala 

   Penyediaanj
asapenunjan
gkinerja 
SKPD 

Jumlah honor PTT 
yang terbayar 

Org 16 333.000.000 16 384.000.00 18 388.800.00 18 410.400.00 18 410.400.00 18 410.400.00 

Dinas 
P2KBP3A 
Kab.Tala 

      Program 
Pemenuhan
,Peningkata
n 
Sarana/Pras
arana Kerja 
dan 
Kualitas 
SDM 

Cakupanketersediaa
n dan 
kelayakansarana dan 
prasaranaaparatur, 
sertapeningkatankua
litassdm 

% 
10
0 

0 
10
0 

200.570.000 
10
0 

222.480.000 
10
0 

248.010.000 
10
0 

271.280.000 
10
0 

271.280.000 

Dinas 
P2KBP3A 
Kab.Tala 
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   Pengadaans
arana dan 
prasaranape
rkantotran 

Jumlahsarana dan 
prasaranaperkantoran 
yang yangterbeli 

Unit 50 0 50 25.141.791 50 55.620.616 50 62.002.844 50 30.318.755 50 30.318.755 Dinas 
P2KBP3A 
Kab.Tala 

   Pemeliharaa
nsarana dan 
prasaranape
rkantoran 

Jumlahsarana dan 
prasaranaperkantoran 
yang terpelihara 

Unit 15 0 15 25.144.624 15 55.618.150 15 62.001.465 15 30.323.674 15 30.323.674 Dinas 

P2KBP3A 

Kab.Tala 

   Pembangun
an 
gedungkanto
r 

Jumlahgedungkantor 
yang terbangun 

Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000.001 1 150.000.001 Dinas 

P2KBP3A 

Kab.Tala 

   Rehabilitasis
edang/beratg
edungkantor 

Jumlahgedungkantors
edang/berat yang di 
rehabilitasi 

Unit 0 0 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas 
P2KBP3A 
Kab.Tala 

   Peningkatan
kemampuant
eknisaparatu
r 

Jumlahaparatur yang 
mengikutibimbingatekn
is 

Org  15 0 15 25.141.794 15 55.620.618 15 62.002.847 15 30.318.775 15 30.318.775 Dinas 
P2KBP3A 
Kab.Tala 

   Pengadaanp
akaiandinasb
esertaperlen
gkapannya 

Jumlahpakaiandinasbe
sertaperlengkapannya 
yang di beli 

Stel 29 0 29 25.141.791 29 55.620.616 29 62.002.844 29 30.318.775 29 30.318.775 Dinas 
P2KBP3A 
Kab.Tala 

     Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansipemeri
ntah SKPD 

Program 
Perencanaa
n,Pengenda
lian dan 
Evaluasi 
Kinerja 

 
 
Nilai Sakip 

Skor 75 0 75 10.000.000 75 10.000.000 75 10.000..000 75 10.000..000 75 10.000..000 Dinas 
P2KBP3A 
Kab.Tala 

   Penyusunan
Perencanaa
n dan Kinerja 
SKPD 

 
 
JumlahDokumen 

Dok 7 0 7 5.000.000 7 5.000.000 7 5.000.000 7 5.000.000 7 5.000.000 Dinas 
P2KBP3A 
Kab.Tala 

  Persentaseper
encanaan dan 
Keuangan 
SKPD 

Penyusunan
Laporankeua
ngan 

Jumlahlaporan Dok 1 0 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Dinas 
P2KBP3A 
Kab.Tala 

   Pengendalia
n, Evaluasi 
dan 
Pelaporan 
Kinerja 

Jumlahlaporan Dok 20 0 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000  
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Prog.Penye
barluasanin
formasi 
Pembangun
an dan 
Kinerja 
SKPD 

 
IndeksKepuasanMas

yarakat  ( IKM) 

%  10
0 

0 10
0 

25.000.000 10
0 

25.000.000 10
0 

25.000.000 10
0 

25.000.000 10
0 

30.000.000 Dinas 
P2KBP3A 
Kab.Tala 

   Pelaksanaan
kegiatanPam
eran 
Pembangun
an 

Jumlahkegiatanpamer
anpembangunan yang 
di ikuti 

 
 

Kali 1 0 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 
Dinas 

P2KBP3A 
Kab.Tala 

   PembuatanS
istemInforma
si SKPD 

Jumlahmes media 
yang dibuat 

Medi
a 20 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 

Dinas 
P2KBP3A 
Kab.Tala 

   Program 
Keluarga 

Berencana 
dan 

Keluarga 
Sejahtera 

 
 
 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat ( IKM) 

 
 
 

% 

 
10
0 

65.339.996 
10
0 

0 
10
0 

0 
10
0 

 
10
0 

 

0 
 

 

10
0 

 
0  

     

MonevPelay
anan KB dan 
pengelolaan
Alkon 

 Aks 
1.4
82 

65.339.996 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0 
Dinas 

P2KBP3A 
Kab.Tala 

Terwujudnya
keberlangsu
nganber KB 
sertapengen
dalianangkak
elahiran 

     
Menurunn
yaLajuPert
umbuhanP
enduduk 
(LPP) 

1.Laju 
Pertumbuhan 
Penduduk 
(LPP).  
 
2.Total Fertility 
Rate (TFR) 

Program 
Keluarga 
Berencana 
dan 
Keluarga 
Sejahtera 

 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat ( IKM) 

 
 
 

%  343.890.014  0  0  0  0    

 

Meningkat
nyapemah
aman PUS 
tentangber 
KB 

Persentase 
PUS ber KB 

Pembinaan 
Masyarakat 
Peduli KB 
dan 
Kesehatan 
Reproduksi 

Jumlahpeserta KB 
yang 
terlayanialatkontrasep
si 

Aks 
1.4
82 

150.000.000 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0  

   

MonevPelay
anan KB dan 
pengelolaan
Alkon 

Jumlahpeserta KB 
yang 
terlayanialatkontrasep
si 

Aks 
1.4
82 

193.890.014 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0 
1.4
82 

0  
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Peningkatan
Pemberdaya
anEkonomiK
eluarga 

Jumlahpesertaorientas
ipemberdayaanekono
mibagikelompok 
UPPKS dan lomba 
UPPKS 

Oran
g 

20 0 40 150.000.000 40 150.000.000 40 150.000.000 40 163.975.336 40 463.975.336  

   

PembinaanK
elompok 
Bina 
Keluarga 
Sejahtera 
(BKS) 

Jumlahkelompok BKS 
yang dibina 

Kelo
mpok 

20 0 50 150.000.000  150.000.000 50 150.000.000 50 163.975.336 50 463.975.336  

 

Meningkat
nyapenye
diaaninfor
masi data 
mikrokelua
rga 

Persentase 
data 
mikrokeluargad
idesa/kel 

Program 
Advokasi 
dan 
Pengendalia
nPenduduk 

Persentase sector 
yang 
tersosialisasikonsep
pembangunan yang 
berwawasankerkepe
ndudukan dan 
alatukurnya 

% 19 35.650.000 19 424.110.000 19 498.600.000 19 411.930.000 19 360.080.000 19 360.080.000 
Dinas 

P2KBP3A 
Kab.Tala 

   Advokasi 
dan KIE 
Kependuduk
an ,KB dan 
pembanguna
nKeluarga 
(KKBPK) 

Jumlah Advokaksi 
Pelayanan  
Komunikasi,Informasi 
dan edukatif melalui 
media 

Medi
a 

 
 
 
 

4 
11.883.332 4 141.370.010 4 166.202.365 4 137.313.233 4 120.028.994 4 120.028.994 

 

  

 
Monev dan 
Pendataanke
luarga 

Jumlah peserta 
orientasi pembekalan 
pendataan keluargadi 
11 Kecamatan 

Oran
g 

24
5 

11.883.333 
24
5 

141.369.995 
24
5 

166.202.371 
24
5 

137.313.223 
24
5 

120.028.980 
24
5 

120.028.980 
Dinas 

P2KBP3A 
Kab.Tala 

   Pengelolaan
SistemInform
asiManejem
enPengendal
ianPenduduk
,KB,PP&PA 

Jumlah 
DokumenRancanganIn
dukPengendalianPend
udukdengan 5 Aspek 

Dok 1 11.883.335 1 141.369.995 1 166.195.264 1 137.303.544 1 120.022.026 1 120.022.026 
Dinas 

P2KBP3A 
Kab.Tala 

Meningkat
kan 
peranpere
mpuandal
ampemba
ngunan 

Meningk
atkan 
Kualitas 
Hidup 
Peremp
uan 
yang 
berkeadi
lan 
gender 

PersentaseI
ndeksPemb
erdayaan 
Gender 
(IDG) 

Program  
peningkat
an 
kualitasHi
dup&Perli
ndungan 
Perempua
n dan 
Anak 

 
 
 
IndeksKepuasan 
Masyarakat (IKM) 

% 

  

62.299.800 
10
0 

62.299.800 
10
0 

62.299.800 
10
0 

62.299.800 
10
0 

62.299.800 
10
0 

62.299.800 
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      Pembinaa
n 
Pemberda
yaan 
Perempua
n 
,Organisas
i 
Perempua
n dan 
Kesetaraa
n Gender 

Jumlah peserta 
sosialisasi yang 
terkait dengan 
Pemberdayaan 
perempuan,Organi
sasi 
KesetaraanGende
r 

Ora
ng 

52
5  

(7x
Ke
g) 

62.299.800 

52
5  

(7x
Ke
g) 

67.690.000 

52
5  

(7x
Ke
g) 

73.080.200 

52
5  

(7x
Ke
g) 

78.470.400 

52
5  

(7x
Ke
g) 

83.860.600 

52
5  

(7x
Ke
g) 
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BAB VII. 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
 

Indikator KinerjaPerangkat Daerah  
Yang Mendukungpencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 
Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat 

Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk 

mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator 

kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan 

secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat 

penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan 

daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai 

ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan 

pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan 

kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.  

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang 

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam 

evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang 

termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat 

daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh 

aparatur perangkat daerah. 

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan 

dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel T-

C.28berikut ini 
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Tabel T-C.28 
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun  2019-2023 

 

NO Indikator  Satuan 

Kondisi 
Awal 

Target Capaian Setiap Tahun Target 

Akhir 
RPJMD 

Ket 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

 

1 PersentaseLajuPertumbuhanPenduduk( 

LPP ) 
% 1,66 1,66 

1,63 1,61 1,58 1,56 1,56 IKU 

2 Persentase Total Fertility Rate (TFR) % 2,33 2,33 2,30 2,27 2,24 2,22 2,22 IKU 

3 PersentasePasanganUsiaSubur yang ber 
KB % 65 65 65 65 65 65 65 

Bukan 

IKU 

4 Persentase PUS yang inginber KB 
tidakterpenuhi (unmet need) % 9 

9 9 9 9 9 9 
Bukan 

IKU 

5 Persentase Data MikroKeluarga di 

setiapdesa/Kelurahan % 100 100 100 100 100 100 100 

Bukan 

IKU 

6 PersentaseIndeksPemberdayaanGender  (IDG)  
% 

 
68,47 

 
68,47 

 
68,50 

 
68,56 

 
69,20 

 
70,10 

 
70,10 

IKU 

7 Skor capaian Kota Layak Anak ( KLA ) Skor      700 700 700 700 700 700 700 IKU 

8 Persentasepenangananpengaduan 
% 100 100 100 100 100 100 100 

Bukan 

IKU 

9 Persentaseterkelolanyaadministrasiurusan
umum dan kepegawaian 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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NO Indikator  Satuan 

Kondisi 
Awal 

Target Capaian Setiap Tahun Target 
Akhir 

RPJMD 

Ket 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

 

 PersentasePerencanaan dan keuangan 
SKPD 

% 100 100 100 100 100 100 100 
 

 Nilai Akuntabilitas Kinerja 

InstansiPemerintah SKPD skor 70 ( BB) 
75       

( BB) 

] 

 

75       

( BB) 

75       

( BB) 

75       

( BB) 

75       

( BB) 
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BAB VIII 
PENUTUP 

 

8.1 Pedoman Transisi 

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

Kabupaten  Tanah LautTahun  2019 – 2023 adalah selama lima 

tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi 

kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra 

Tahun 2019 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap 

berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota  Tahun 2005 - 

2025. 

 

8.2 Kaidah Pelaksanaan 

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah tahun 2019 - 2023 yang perlu diatur sebagai 

berikut: 

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar 

mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan 

program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-

baiknya. 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang 

pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan 

kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen 

perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk 

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan 

kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib 

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.  
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4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 

memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, 

maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra 

secara berkala.  

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat 

nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan 

Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

Pelaihari, 07 September 2021 

KepalaDinas 

 

 

 

 

Ir. NOR HIDAYAT 

NIP. 19630824 199403 1 007 
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4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
memastikan pencapaian target-target Renstra perangkat Daerah,
maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebdakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra
secara berkala.

Apabila te{adi perubahan kebijakan pembangun€rn di tingkat
nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan
Renstra,Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
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